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LAMPIRAN



Lampiran 1. Fasilitas-Fasilitas PPl Bonto Bahari Kabupaten Maros

No Fasilitas Ukuran Keberfungsian Kondisi

Fasilitas Pokok

1. Dermaga 371.00 m Berfungsi Baik

2. Kolam pelabuhan 9598.454 m* Berfungsi Perlu perbaikan

3. Bollard 73 mx 68 m Berfungsi Baik

4, Jalan dalam komplek pelabuhan  3.972,00 m Berfungsi Baik

5. Drainase 43 m Berfungsi Perlu perbaikan

6. Daratan pelabuhan 100 m x 100 m  Berfungsi Baik

Fasilitas Fungsional 7

1. Gedung TPI 384.00 m* Berfungsi Perlu perbaikan

2. Kantor administrasi PPI 180 m* Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

3. Gedung Instalasi listrik 24 m* Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

4, Bangunan menara air 4 m° Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

5. Tangki air bersih 9 kubik Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

6. Gedung Water Treatment 50 m* Tidak berfungsi  Perlu perbaikan
System dan Roe Sea Water

7. Tangki penyulingan air 132 kubik Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

8. Bangunan bengkel 206,46 m* Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

Fasilitas Fungsional

1. Pos jaga 10 m* Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

2. Kantin, kooperasi dan MCK 384 m* Tidak berfungsi  Perlu perbaikan

Lampiran 2. Perhitungan pemanfaatan lahan dan fasilitas PPl Bonto Bahari
A.  Luas lahan Keseluruhan PPI Lonrae  : 10.000 m?

B. Luas Lahan yang terpakai : 5.276,46 m*
Pemanfaatan lahan PPI Bonto Bahari adalah :

_ Luas lahan yang terpakai
"~ Luas lahan keseluruhan

_ 5.276,46
~10.000

x 100%

x100%

= 52,76%

Jadi, tingkat pemanfaatan lahan PPI Bonto Bahari mencapai 52,76%

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

a. Wawancara dan pengisian kuesioner dengan pengelola PPl Bonto Bahari
saat ini yaitu UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Pemprov Sulsel
Identitas Responden

Nama : Ir Muh Usman MM
Usia : 55 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki



Jabatan

. Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan UPT Wilayah | Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No

Kriteria Kelayakan

Hasil

Apakah dilaksanakan pelayanan pembinaan
mutu/pengolahan hasil perikanan ?

YA

TIDAK

Jika dilaksanakan, berapa kali dalam setahun

1 | dilaksanakan ?

Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Tidak tersedianya fasilitas terkait
pembinaan mutu dan pengolahan
hasil perikanan di PPl Bonto Bahari

Apakah dilaksanakan pengumpulan data TIDAK

tangkapan & hasil perikanan ?

5 Jika dilakukan pengumpulan data, apakah Dilakukan pengumpulan data tiap
setiap hari/bulan/tahun? Berapa kali dilakukan? | hari namun hanya sampai september
2021

Jika tidak dilakukan, mengapa? -

Apakah dilaksanakan penyuluhan dan

pengembangan masyarakat nelayan ? YA

Berapa kali dilaksanakan ? -

3 Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Tidak tersedianya fasilitas berupa
balai pertemuan nelayan di PPI
Bonto Bahari dan tidak adanya
petugas di PP Bonto Bahari yang
melaksanakan penyuluhan.

Apakah kegiatan operasional kapal perikanan @ TIDAK

terlaksana ?

4 ‘g'g;;:f#asla?;’l aize;;zh?seluruh kegiatan Hanya terlaksana beberapa aktivitas

Jika tidak terlaksana, mengapa? -

Apakah dilaksanakan pengawasan dan @ TIDAK

pengendalian sumberdaya ikan ?

5 | Jika terlaksana, berapa kali dilakukan ? 3 kali setahun oleh KCD
Mamminasata

Jika tidak terlaksana, mengapa? -

Apakah dilaksanakan karantina ikan ? YA

Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?

6 | setiap hari/bulan/tahun? i

Jika tidak terlaksana, mengapa? Tidak ada fasilitas karantina ikan dan
tidak terdapat petugas untuk
melakukan karantina.

Apakah dilaksanakan kesyahbandaran ? YA @

Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?

7 | Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Hanya berupa pendataan, belum ada
fasilitas kesyahbandaran.
Pengurusan diarahkan ke DKP
Maros lalu ke PPN Untia
Apakah publikasi layanan sandar dan labuh YA
kapal ikan/kapal pengawas berjalan ?
8 | Jika berjalan, berapa kali dilakukan ?

Jika tidak berjalan, mengapa Tidak ada fasilitas dan tidak ada
pegawai yang melakukan publikasi

Apakah dilakukan pemantauan wilayah pesisir TIDAK

2

9

Jika dilakukan, berapa kali dilakukan ?

3 kali setahun oleh KCD

Mamminasata




No Kriteria Kelayakan Hasil
Jika tidak dilakukan, mengapa?
:.:\pakah dilaksanakan pengendalian lingkungan | \ A @
10 | Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ? -
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Tidak ada petugas kebersihan,
fasilitas kurang lengkap
Apakah dilaksanakan pelayanan tambat dan TIDAK
labuh kapal ?
11 | Jika dilaksanakan, berapa kapal yang
bertambat setiap hari ? 20-30 kapal
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
ﬁgﬁkgh dilaksanakan pelayanan bongkar muat @ TIDAK
12 | Jika dilaksanakan, berapa lama proses bongkar 3i
muat ikan perkapal ? jam
Jika tidak dilaksanakan, mengapa?
Apakah dilaksanakan pelayanan pengolahan YA @
ikan ?
13 Jika dilaksanakan, apakah fasilitas pengolahan
ikan cukup untuk menampung ikan yang -
didaratkan ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Fasilitas tidak ada
Apakah dilaksanakan pemasaran ikan ? CA) TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Setiap hari jika ada kapal yang
14 bongkar muat
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan distribusi ikan ? @ TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Setiap hari di sekitar PPI saja
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pemanfaatan lahan dan @ TIDAK
15 | fasilitas di PPI Bonto Bahari ?
Berapa total lahan PPI Bonto Bahari ? 10.000 m®
Berapa luas fasilitas yang terpakai ? 5. 638,46 m°
Apakah dilakukan perbaikan/pemeliharaan
kapal ? YA
16 Jika dilakukan, berapa banyak kapal yang i
melakukan perbaikan kapal perhari ?
Jika tidak dilakukan, mengapa? Gedung bengkel tidak layak, tidak
ada montir, alat tidak ada
Apakah layanan logistik dan perbekalan
tersedia ? A QD—@
17 Jika tersedia, apa bentuk layanan logistik dan i
perbekalan yang tersedia ?
Jika tidak tersedia, mengapa? Fasilitas rusak, dan ada yang belum
tersedia yaitu SPDN
Apakah terdapat wisata bahari ? @ TIDAK
18 Jika terdapat wisata bahari, apakah dikelola Ada, wisata mangrove. Dikelola oleh
dengan baik? pihak lain dan sudah ditutup
19 Apakah terdapat layanan jasa lainnya ? YA




Nama
Usia

Wawancara dan pengisian kuesioner dengan pengelola PPI Bonto Bahari

sebelumnya yakni DKP Maros

Identitas Responden

: Muhisal, S.Pi.,MP.
: 47 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan

. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros

No

Kriteria Kelayakan

Hasil

Apakah dilaksanakan pelayanan pembinaan
mutu/pengolahan hasil perikanan ?

YA

TIDAK

1 | Jika dilaksanakan, berapa kali dalam setahun

dilaksanakan ? )

Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Belum tersedia fasilitas

Apakah dilaksanakan pengumpulan data TIDAK

tangkapan & hasil perikanan ?

2 | Jika dilakukan pengumpulan data, apakah Setiap hari

setiap hari/bulan/tahun? Berapa kali dilakukan?

Jika tidak dilakukan, mengapa? -

Apakah dilaksanakan penyuluhan dan

pengembangan masyarakat nelayan ? A

3 Berapa kali dilaksanakan ? -

Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Belum ada penyuluh yang
ditugaskan dan tidak ada balai
pertemuan nelayan

Apakah kegiatan operasional kapal perikanan TIDAK

terlaksana ?

4 | Jika terlaksana, apakah seluruh kegiatan Pelayanan tambat labuh dan
operasional terlaksana ? bongkar muat

Jika tidak terlaksana, mengapa? -

Apakah dilaksanakan pengawasan dan @ TIDAK

5 pengendalian sumberdaya ikan ?

Jika terlaksana, berapa kali dilakukan ? 3 kali setahun oleh DKP Provinsi

Jika tidak terlaksana, mengapa? -

Apakah dilaksanakan karantina ikan ? YA

6 | Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?

setiap hari/bulan/tahun? i

Jika tidak terlaksana, mengapa? Belum ada fasilitas karantina

Apakah dilaksanakan kesyahbandaran ? YA

7 | Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?

Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Saat ini langsung mengurus ke
kantor DKP Maros lalu ke PPN Untia

Apakah publikasi layanan sandar dan labuh YA

kapal ikan/kapal pengawas berjalan ?

8 Jika berjalan, berapa kali dilakukan ?

Jika tidak berjalan, mengapa Tidak pernah publikasi

Apakah dilakukan pemantauan wilayah pesisir @ TIDAK

2

9 Jika dilakukan, berapa kali dilakukan ? 3 kali setahun oleh DKP Provinsi

Jika tidak dilakukan, mengapa? -

10 | Apakah dilaksanakan pengendalian lingkungan | ya @

?




No Kriteria Kelayakan Hasil
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ? -
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Belum ada petugas kebersihan yang
ditugaskan
Apakah dilaksanakan pelayanan tambat dan @ TIDAK
labuh kapal ?
11 | Jika dilaksanakan, berapa kapal yang . . )
bertambat setiap hari ? Sekitar 20 kapal tiap harinya
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pelayanan bongkar muat
ican 2 @ TIDAK
12 | Jika dlllaksanakan, berapa lama proses bongkar Cukup cepat
muat ikan perkapal ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa?
Apakah dilaksanakan pelayanan pengolahan YA TIDAK
ikan ?
13 Jika dilaksanakan, apakah fasilitas pengolahan
ikan cukup untuk menampung ikan yang -
didaratkan ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Fasilitas tidak tersedia
Apakah dilaksanakan pemasaran ikan ? GA) TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Setiap hari
14 ["jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan distribusi ikan ? TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Setiap hari
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pemanfaatan lahan dan @ TIDAK
15 | fasilitas di PPI Bonto Bahari ?
Berapa total lahan PPI Bonto Bahari ? 10.000 m*®
Berapa luas fasilitas yang terpakai ? 5. 638,46 m°
Apakah dilakukan perbaikan/pemeliharaan YA
kapa| ?
16 | Jika dilakukan, berapa banyak kapal yang i
melakukan perbaikan kapal perhari ?
Jika tidak dilakukan, mengapa? Fasilitas belum tersedia
Apakah layanan logistik dan perbekalan YA TIDAK
tersedia ? Q
17 Jika tersedia, apa bentuk layanan logistik dan
perbekalan yang tersedia ? )
Jika tidak tersedia, mengapa? Fasilitas tidak bisa digunakan karena
rusak
Apakah terdapat wisata bahari ? @ TIDAK
18 = . . .
Jika terdap_at wisata bahari, apakah dikelola Ada, wisata mangrove.
dengan baik?
19 Apakah terdapat layanan jasa lainnya ? YA




Nama
Usia

Wawancara dan pengisian kuesioner dengan nelayan pengguna PPI Bonto

Bahari

Identitas Responden

: Abd Rahman
: 40 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan

: Nelayan bubu rakkang

No

Kriteria Kelayakan

Hasil

Apakah dilaksanakan pelayanan pembinaan
mutu/pengolahan hasil perikanan ?

YA

TIDAK

1 | Jika dilaksanakan, berapa kali dalam setahun
dilaksanakan ? )
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Tidak ada fasilitas
Apakah dilaksanakan pengumpulan data TIDAK
tangkapan & hasil perikanan ?
2 | Jika dilakukan pengumpulan data, apakah Setiap hari
setiap hari/bulan/tahun? Berapa kali dilakukan?
Jika tidak dilakukan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan penyuluhan dan
pengembangan masyarakat nelayan ? A
3 Berapa kali dilaksanakan ? -
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Tidak ada penyuluh
Apakah kegiatan operasional kapal perikanan @ TIDAK
terlaksana ?
4 | Jika terlaksana, apakah seluruh kegiatan Hanya sandar kapal dan bongkar
operasional terlaksana ? muat
Jika tidak terlaksana, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pengawasan dan @ TIDAK
pengendalian sumberdaya ikan ?
5 Jika terlaksana, berapa kali dilakukan ? 3 kali setahun
Jika tidak terlaksana, mengapa? -
Apakah dilaksanakan karantina ikan ? YA
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?
6 | setiap hari/bulan/tahun? i
Jika tidak terlaksana, mengapa? langsung dijual dan tidak sempat
karantina
Apakah dilaksanakan kesyahbandaran ? YA @
7 | Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Harus mengurus jauh ke kota
Makassar
Apakah publikasi layanan sandar dan labuh YA
8 kapal ikan/kapal pengawas berjalan ?
Jika berjalan, berapa kali dilakukan ?
Jika tidak berjalan, mengapa Tidak pernah publikasi
Apakah dilakukan pemantauan wilayah pesisir TIDAK
?
° Jika dilakukan, berapa kali dilakukan ? 3 kali setahun
Jika tidak dilakukan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pengendalian lingkungan
0|5 YA (oK)

Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?




No Kriteria Kelayakan Hasil
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? PPI Bonto Bahari jarang dibersihkan
dan dibenahi
Apakah dilaksanakan pelayanan tambat dan @ TIDAK
labuh kapal ?
11 | Jika dilaksanakan, berapa kapal yan
bertambat setiap hari ?p P yans 20-30 kapal
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
ﬁ(zik;lh dilaksanakan pelayanan bongkar muat @ TIDAK
12 | Jika dilaksanakan, berapa lama proses bongkar 4
) jam
muat ikan perkapal ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa?
Apakah dilaksanakan pelayanan pengolahan YA @
ikan ?
13 Jika dilaksanakan, apakah fasilitas pengolahan
ikan cukup untuk menampung ikan yang -
didaratkan ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Fasilitas tidak ada
Apakah dilaksanakan pemasaran ikan ? GA) TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Setiap hari
14 ["jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan distribusi ikan ? TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Setiap hari
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pemanfaatan lahan dan @ TIDAK
15 | fasilitas di PPI Bonto Bahari ?
Berapa total lahan PPI Bonto Bahari ? 10.000 m*®
Berapa luas fasilitas yang terpakai ? 5. 638,46 m°
Apakah dilakukan perbaikan/pemeliharaan
kapal ? A
16 Jika dilakukan, berapa banyak kapal yang i
melakukan perbaikan kapal perhari ?
Jika tidak dilakukan, mengapa? Tidak ada alat dan montir perbaikan
di PPI Bonto Bahari
Apakah layanan logistik dan perbekalan YA @
tersedia ?
Jika tersedia, apa bentuk layanan logistik dan
17 . -
perbekalan yang tersedia ?
Jika tidak tersedia, mengapa? Fasilitas tidak bisa digunakan karena
rusak
Apakah terdapat wisata bahari ? @ TIDAK
18 Jika terdapat wisata bahari, apakah dikelola Ada, wisata mangrove
dengan baik? ' '
19 Apakah terdapat layanan jasa lainnya ? YA




d. Wawancara dan pengisian kuesioner dengan masyarakat pengguna PPI
Bonto Bahari
Identitas Responden

Nama : Yuliadi Yusran
Usia : 46 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

No Kriteria Kelayakan Hasil
Apakah dilaksanakan pelayanan pembinaan YA @

mutu/pengolahan hasil perikanan ?

1 | Jika dilaksanakan, berapa kali dalam setahun

dilaksanakan ?

Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Fasilitas belum ada

Apakah dilaksanakan pengumpulan data TIDAK

tangkapan & hasil perikanan ?
2 | Jika dilakukan pengumpulan data, apakah Setiap hari

setiap hari/bulan/tahun? Berapa kali dilakukan?

Jika tidak dilakukan, mengapa? -

Apakah dilaksanakan penyuluhan dan

pengembangan masyarakat nelayan ? A
3 Berapa kali dilaksanakan ? -

Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Tidak ada petugas

Apakah kegiatan operasional kapal perikanan YA TIDAK

terlaksana ?

4 | Jika terlaksana, apakah seluruh kegiatan
operasional terlaksana ?

Jika tidak terlaksana, mengapa? -

Sandar kapal dan bongkar muat

Apakah dilaksanakan pengawasan dan @ TIDAK
5 pengendalian sumberdaya ikan ?
Jika terlaksana, berapa kali dilakukan ? 3 kali setahun
Jika tidak terlaksana, mengapa? -
Apakah dilaksanakan karantina ikan ? YA
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?
6 | setiap hari/bulan/tahun? i
Jika tidak terlaksana, mengapa? tidak ada fasilitas, langsung dijual
dan tidak sempat karantina_
Apakah dilaksanakan kesyahbandaran ? YA @
7 | Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Tidak ada petugas yang menetap di
PPI.
Apakah publikasi layanan sandar dan labuh YA
8 kapal ikan/kapal pengawas berjalan ?
Jika berjalan, berapa kali dilakukan ?
Jika tidak berjalan, mengapa Tidak pernah publikasi
Apakah dilakukan pemantauan wilayah pesisir TIDAK
?
° Jika dilakukan, berapa kali dilakukan ? 3 kali setahun
Jika tidak dilakukan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pengendalian lingkungan

Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan ? -




No Kriteria Kelayakan Hasil
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? PPI Bonto Bahari dibiarkan begitu
saja
Apakah dilaksanakan pelayanan tambat dan @ TIDAK
labuh kapal ?
1 gg‘r‘i‘a‘:];';";fift‘g%”h abr?rfpa kapal yang Lebih 20 kapal tiap hari
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
ﬁ(zik;lh dilaksanakan pelayanan bongkar muat @ TIDAK
12 | Jika dilaksanakan, berapa lama proses bongkar C
) epat
muat ikan perkapal ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa?
Apakah dilaksanakan pelayanan pengolahan YA @
ikan ?
13 Jika dilaksanakan, apakah fasilitas pengolahan
ikan cukup untuk menampung ikan yang -
didaratkan ?
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? Fasilitas tidak ada
Apakah dilaksanakan pemasaran ikan ? GA) TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Setiap hari
14 ["jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan distribusi ikan ? TIDAK
Jika dilaksanakan, berapa kali dilakukan? Masyarakat langsung beli di nelayan
PPl atau di pengepul
Jika tidak dilaksanakan, mengapa? -
Apakah dilaksanakan pemanfaatan lahan dan @ TIDAK
15 | fasilitas di PPI Bonto Bahari ?
Berapa total lahan PPI Bonto Bahari ? 10.000 m
Berapa luas fasilitas yang terpakai ? 5. 638,46 m”
Apakah dilakukan perbaikan/pemeliharaan
kapal ? YA
16 | Jika dilakukan, berapa banyak kapal yang
melakukan perbaikan kapal perhari ? i
Jika tidak dilakukan, mengapa? Fasilitas rusak
Apakah layanan logistik dan perbekalan YA @
tersedia ?
17 | Jika tersedia, apa bentuk layanan logistik dan
perbekalan yang tersedia ? i
Jika tidak tersedia, mengapa? Fasilitas rusak
Apakah terdapat wisata bahari ? @ TIDAK
18 Jika terdap_at wisata bahari, apakah dikelola Ada, wisata mangrove.
dengan baik?
19 Apakah terdapat layanan jasa lainnya ? YA




Lampiran 4. Dokumentasi penelitian

Aktivitas bongkar muat di dermaga



Aktivitas distribusi dan pemasaran hasil tangkapan di PPI



Proses wawancara kepada sekretaris dinas DKP Maros



Proses wawancara kepada Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan UPT Pelabuhan Perikanan
Wilayah | DKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penanggung jawab PPI

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah |

Lampiran 5. Data laporan bulan Januari-September 2021 di PPl Bonto Bahari

a. Armada penangkap ikan di Kabupaten Maros Tahun 2021
TEN 2@1%

TA TAHUNAN PERAIRAN LAUT = b
S
Jumilah Jumiah Jumiah Unit Jumiah Orang /
Jenis Kapal APl RTP Kapal API nelayan Kapal
buruh
_irPPK D R R e T e =D bi 112 112 1312 EY
T <SS GT Bubu 4|14 ES T 4|14 <14 x
Jaring klitik 86 86 86 172 2
Jaring Insang Tetap 229 229 229 229 1
KM <S5 GT Bagan Tancap s3 s3 53 105 2
Bubu 838 838 838 838 1
Dogol 49 as 4as 49 1
Jaring kiitik 731 71 71 142 2
Jaring Insang tetap 152 1S2 1S2 1S2 a |
Jaring Lingkar Bertali Kerut
KM S - 10 GT (Pukat cincin) 1io 110 110 110 1
e — Jaring Insang Lingkar o3 s3 23 186 2

Validator Kab. Maros Back up Validator Kab. Maros

Hj. A Y YA -Pi Hi. TRISNAWATI S. PUTRIL, S.Pi
Nip. 19760220 200903 2 001 Nip. 19800510 200701 2 026




b. Jumlah produksi dan nilai produksi penangkapan ikan dilaut Kabupaten Maros
pada tahun 2019,2020,2021

2019 2021
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C. Kapal yang bertambat labuh di PPI Bonto Bahari Januari-September 2021

Registrasi Surat Persetujuan Berlayar
Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di PPl
Bulan : JANUARI 2021

Data Kapal
Tiba Tolak
Jmih
No <o No dan Tgl SPB sebelunya Jmih No dan Tgl SPB Tolak
Nama Kapal Pemilik [GT Tanggal DPU Pelabuhan | BBM
ARENI) s Tiba "°'f"" Tujuan
Nomor Tanggal si Nomor Tanggal
1 USAHA BARU DK DAKRIL | 17 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI 1172021 | 300 |00001.01/DAIW2021 | 2/1/2021 [FISHING GROUND| 1000
2 MANDALA 03 DK DAKRIL | 21 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI 11172021 | 150 [00002.0v/DM2021 | 21172021 [FISHING GROUND| 800
3 MANDALA PUTRA 77 SAMSUL | 26 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI 1/1/2021 300 | 00003.01/DMIV2021 | 2/1/2021 |FISHING GROUND| 900
4 KONDOA 004 H. SAEBO | 21 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI| 317.23/DAIV2020 | 23/12/2020 | 28/12/2020 | 2500 | 00004.05/D/M2021 | 5/1/2021 |FISHING GROUND| 800
5 | BONDENG MANAI02B| HAPIDO | 14 [PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI| 313.09/DM12020 | 9/12/2020 | 30r12/2020 | 1500 [ 000050502021 | 5172021 |FISHING GROUND| 200
6 | BENTENG BARU 01 GG | HANAPING | 19 | PURSE SAINE | PP BONTOBAHARI| 318.23/DMV2020 | 23/12/2020 | 28/12/2020 | 1500 | 00006.05/DMIV2021 | §/1/2021 |FISHING GROUND| 800
7 | CINTAHARAPAN 002 | H.SUPU | 11 |PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI| 319.25/DAIV2020 | 25/12/2020 | 28/12/2020 | NIHIL | 00007.07/DMI2021 | 7/1/2021 |FISHING GROUND | 700
8 KONDOA 004 H. SAEBO | 21 | PURSE SAINE | PP SONTOBAHARI | 00004.06/DMI2021 | 6172021 | 4/172021 | 1500 | 00008.25/DAI2021 | 26/01/2021 | FISHING GROUND | 1000
9 | BONDENG MANAI02B| HAPIDO | 14 [PURSE SAINE | PPl BONTOBAHARI | 00005.05/D/MI2021 | 5172021 | 4/172021 | 4500 |00009.25/D/IIV2021 | 26/1/2021 |FISHING GROUND | 1000
10 | CINTAHARAPAN 002 | H.SUPU [ 11 [PURSE SAINE|PPI BONTOBAHARI|00007.07/DMI2021| 7/172021 | 4172021 | 200 |00010.25/D/112021 | 26/1/2021 | FISHING GROUND| 800
11| BENTENG BARU 01 GG | HANAPING | 19 | PURSE SAINE | PPl BONTOBAHARI [ 00006.05/D112021 | 5172021 | 7172021 | 2500 | 00011/25/Dn12021 | 251172021 | FISHING GROUND [ 1000
Kapal yang bertambat labuh di PPI Bonto Bahari Januari 2021
Registrasi Surat Persetujuan Berlayar
Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di i PPI i
Bulan : FEBRUARI 2021
Data Kapal Perikanan
Tiba Tolak
No - No dan Tgi SPB sebelunya Jmih No dan Tgi SPB Tolak ‘é';':
Nama Kapal ol e o Ta:iggal Produk DPI/ :“eill.‘a::han
Nomor Tanggal si Nomor Tanggal
1| BONDENG MANAI02B| HAPIDO | 17 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00009.26/D/1I2021 | 26/1/2021 | 3/2/2021 | 500 | 00012.06/D/II2021 | 6/2/2021 |FISHING GROUND| 600
2 | CINTAHARAPAN 002 | H.SUPU |21 |PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI|00010.25/D/I/2021 | 26/1/2021 | 3/2/2021 | 100 | 00013.06/D/2021 | 6/2/2021 |FISHING GROUND| 600
3 KONDOA 004 H. SAEBO | 26 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00008 25/D/IIV2021 | 26/01/2021 | 1/2/2021 | NIHIL | 00014.06/D/I2021 | 6/2/2021 |FISHING GROUND| 700
4 | KARYATANJUNG-77 | H.TABI |21 [PURSE SAINE|PPI BONTOBAHARI| 299.15/D/I/2020 | 17/11/2020 | 9/2/2021 | 1200 [00015.12/D/I2021 | 12/2/2021 |FISHING GROUND| 200
5) PUTRA ABADIHJ2 | H.JUBAIR | 14 | PURSE SAINE [PPI BONTOBAHARI| 316.16/D/IN2020 | 17/12/020 | 9/2/2021 | 800 [00016.12/D/IN2021 | 13/2/2021 |FISHING GROUND|[ 800
6 CAHAYA JEDDA3 | H. SYARIF | 19 [PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI| 301.15/D/I2020 [ 17/11/2020 | 10/2/2021 | 1000 [00017.13/D/2021 | 14/2/2021 |FISHING GROUND [ 200
7 _|BENTENG BARU 01 GG | HANAPING | 11 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00011/25/D/11/2021 | 25172021 | 3/2/2021 | 300 | 0001817/D/I2021 | 17/2/2021 [FISHING GROUND| 700
3 | BONDENG MANAI02B| HAPIDO | 21 [PURSE SAINE|PPI BONTOBAHARI|00012.06/D/IV2021| 6/2/2021 | 11/2/2021 | 200 [00019.26/D/NI2021 | 26/2/2021 |FISHING GROUND | 200
9 | CINTAHARAPAN 002 | H.SUPU | 14 | PURSE SAINE|PPI BONTOBAHARI|00013.06/D/I2021| 6/2/2021 | 10/2/2021 | 150 | 00020.26/D/IIV2021 | 26/2/2021 | FISHING GROUND| 600
10 [BENTENG BARU 01 GG | HANAPING | 11 [ PURSE SAINE | PP BONTOBAHARI [ 00018.17/D/1I12021 | 17/2/2021 | 19/2/2021 | NIHIL | 00021.27/D/IN2021 | 27/2/2021 | FISHING GROUND | 600
Kapal yang bertambat labuh di PPI Bonto Bahari Februari 2021
+A2:N58 i i Surat j
Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di i PPI i
Bulan : MARET 2021
Data Kapal Perikanan
Tiba Tolak
No - No dan Tgl SPB sebelunya Jmin No dan Tgl SPB Tolak o
Nama Kapal Pemilik | GT APIKA®) Aeai ra]-_:ggm Prod DPI/ :;l:::nan BBM
Nomor Tanggal uksi Nomor Tanggal
1| CINTAHARAPAN 002 | H.SUPU | 11 | PURSE SAINE [PPI BONTO!  26/D/1I2021 1]10/3/2021| 200 |00022.06/DNIV2021| 6/3/2021 |FISHING GROUND| 600
2 |BONDENG MANAI02B| HAPIDO |17 | PURSE SAINE |PPI BONTO! 19 26/D/1/2021 1]31/2/2021| 500 |00023.06/D/IV2021| 6/3/2021 |FISHING GROUND| 800
3 KONDOA 004 H._SAEBO | 21 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI|00014.06/D/1I/2021| 6/2/2021 [18/02/2021| 300 |00024.06/D/IV2021| 7/3/2021 |FISHING GROUND| 800
4 KONDOA 004 H._SAEBO | 21 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI| 00024 06/D/111/2021| 7/4/2021 | 15/3/2021 700 |00025 20/D/IN2021 1 GROUND| 700
5 |BENTENG BARU 01 GG|HANAPING | 11 | PURSE SAINE |PPI BONTO! 1.27/D2021|27/2/2021 |1 1| 300 [00026.26/D/MI112021 1 GROUND| 800
6 | KARYA TANJUNG-77 | H.TABI | 21 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI|00015.12/D/111/2021[12/2/2021| 20/2/2021 | NIHIL [ 00027 27/D/2021 1 GROUND| 1000
7 | CINTA HARAPAN 002 | H.SUPU | 11 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI| 00022 06/D/IIV2021| 6/4/2021 [15/03/2021 125 | 00028 27/D/IV2021| 27/03/2021 |FISHING GROUND| 600
8 CAHAYA JEDDA 3 | H. SYARIF | 19 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI| 00017 13/D/111/202114/2/2021 1| NIHIL | 00029 28/D/11112021] 28/03/2021 [FISHING GROUND| 1000
9 | MANDALA PUTRA 77 | SAMSUL | 26 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI|00003.01/D/IV2021| 1/2/2021 | 7/2/2021 | 1050 |00030 29/D/III/2021] 28/03/2021 |FISHING GROUND| 200
10 MANDALA 03 DK DAKRIL | 21 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI| 00002.01/D/1172021| 1/2/2021 | 5/2/2021 | 500 |00031.29/D/II2021| 28/03/2021 |FISHING GROUND| 700
11 USAHA BARU DK DAKRIL | 17 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI|00001.01/D/1I/2021| 1/2/2021 | 5/2/2021 | NIHIL |00032.29/D/111/2021| 29/03/2021 |[FISHING GROUND| 200

Kapal yang bertambat labuh di PPI Bonto Bahari Maret 2021



i Surat

Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di il PPI i
Bulan : APRIL 2021
Data Kapal Peril
Tiba Tolak
Jmih
No - No dan Tgl SPB sebelunya Jmih No dan Tgl SPB Tolak
Nama Kapal Pemilik |GT Tanggal DPI/ Pelabuhan | BBM
APV/KA") Asal Prod A
Tiba A Tujuan
Nomor Tanggal uksi Nomor Tanggal
1 KONDOA 004 H. SAEBO | 21 | PURSE SAINE | PPl BONTOBAHARI|00025.20/D/111/2021 1| 1/4/2021 | 800 |00033.07/D/IV2021| 7/4/2021 |FISHING GROUND| 600
2 CAHAYA JEDDA 7 AMIR 29 | PURSE SAINE |PPI BONTOBAHARI| 1| NIHIL |00034.16/D/111/2021 | 17/04/2021 |FISHING GROUND| 1000
3 KONDOA 004 H. SAEBO | 21 [ PURSE SAINE [PPI BONTOBAHARI|00033.07/D/1II/2021| 7/4/2021 | 11/4/2021 | 200 [00035.17/D/11I/2021) 17/04/2021 |FISHING GROUND| 800
4 |BONDENG MANAI02B| HAPIDO [ 17 [PURSE SAINE [PPI BONTOBAHARI|(00023.06/D/11I/2021| 6/3/2021 | 11/4/2021 | 300 [00036.18/D/1II/2021| 18/04/2021 |FISHING GROUND| 700
5 CINTA HARAPAN 002 | H. SUPU [ 11 [PURSE SAINE [PPI BONTOBAHARI|{00028.27/D/III/2021[27/03/2021| 7/4/2021 | 500 [00037.18/D/1Il/2021| 18/04/2021 |FISHING GROUND| 600
Registrasi Surat Persetujuan Berlayar
Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di i ]
Bulan : MEI 2021
Data Kapal Peril
Tiba Tolak
No dan Tgl SPB Jmih
- Nama Kapal oT N sebelunya Tanggal | Jmin Proguksi | NC 93N TOISPBTolk | oo o uhan BBM
AeuxAn Asal o - \ Tiba o B , Tujuan
mor ranggal Ty mor ranggal
1 KARYA TANJUNG-77 H. TABI 21 | PURSE SAINE | PP BONTOBAHARI | 00027 .27/D/IV2021 | 2/20/2021 4r3/2021 o 0o 00038 19/D/MIV2021|  5/19/2021 | FISHING GROUND! 1000
2 CAHAYA JEDDA 3 H. SYARIF 198 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00029.28/D/IV2021 | 28/03/2021 47372021 o o 0003S. 19/D/IV2021| 571972021 | FISHING GROUND! 1200
B JABAL RAHMA 77 ISMAIL_ N__| 22 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 307.01/D/W2020 | 2/12/2020 | 4s3r2021 o 0 | 00040 20/0/mv2021| 5202021 [ FISHING GROUND| 1200
2 JABAL NUR 77 TALBE 25 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 309.01/D/W2020 | 2/12/2020 | asar2021 ) 0 | 00041.20/0/mv2021| ss20/2021| FISHING GROUND| 1100
S | CINTA HARAPAN 002 H. SUPU__| 11 | PURSE SAINE | PPl BONTOBAHARI | 00037 18/D/I2021 | 18/04/2021 | 5/11/2021 o © | 000422102021 | 5/22/2021 | FISHING GROUND| 800
6 KONDOA 004 H. SAEBO 21 | PURSE SAINE | PPl BONTOBAHARI | 00035.17/D/IV2021 | 17/04/2021 | 5/12/2021 400 0 00043.21/D/MY2021| 5/22/2021 | FISHING GROUND! 1500
7 | BONDENG MANAI 02 B HAPIDO 17 | PURSE SAINE | PP1 BONTOBAHARI | 00035.18/D/I/2021 | 18/0472021 | 5/12/2021 200 0| 00044 21/0/v2021| 5/22/2021 | FISHING GROUND| 1200
© | BENTENG BARU 01 GG | HANAPING | 11 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00026, 26/D/IV2021 | 26/03/2021 | 5/12/2021 o 0| 00045.21/0/mv2021| 5/22/2021 | FISHING GROUND| _ 1300
S USAHA BARU DK DAKRIL 17 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00032.28/D/lIV2021 | 28/03/2021 | 5/20/2021 0 25 00046.25/D/MIV2021 | 5/25/2021 | FISHING GROUND 1200
10 MANDALA PUTRA 77 SAMSUL 26 | PURSE SAINE | PPl BONTOBAHARI | 00030.25/D/IIV2021 | 25/03/2021 | 5/20/2021 0 0 00047.25/D/MIV2021| 5/25/2021 | FISHING GROUND 1000
11 MANDALA 03 DK DAKRIL 21 | PURSE SAINE | PPl BONTOBAHARI | 00031.25/D/IV2021 | 25/03/2021 | 5/20/2021 0 0 5/25/2021 | FISHING GROUND 1200
12 KONDOA 004 H. SAEBO 21 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00043.21/D/IV2021| 5/22/2021 5/22/2021 0 0 0004S/25/D/MIV2023 | 5/25/2021 | FISHING GROUND 1500
13 ICAHAYA MUSDALIFAH 51 SURUJIH 12 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI 5/25/2021 0 o 5/25/2021 | FISHING GROUND 800
1a CAHAYA JEDDA 3 H.SYARIF_| 15 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 00029 28/D/I/2021 | 28/03/2021 | 5/25/2021 o 0 5/28/2021 | FISHING GROUND| 1200
15 SETIA BUDI AULIA 02 H. NAJAMUDDIN 28 | PURSE SAINE PPl KOTABARU 4/12/2021 4/12/2021 o o 5/29/2021 | FISHING GROUND 200
6 PADA ELO 4. HARIS | 28 | PURSE SAINE | PPIKOTABARU arsr2021 | assrz021 o 0 | oocosarzeromuz0zs| si30r2021 | FisiNG GROUND| 1000
W7 HASRIANI 02 SANGKALA | 29 | PURSE SAINE | PPI KOTABARU 4752021 | _arsr2021 o 0 | 00054729/0mv2027 | 5/30/2021 | FISHING GROUND| 1000
18 | LINAJAYA ALISA 03 H HASA | 30 | PURSE SAINE| PPIKOTABARU ar2/2021 | an2/2021 o o 30/DMI2028 | 5/31/2021 | FISHING GROUND| 1300
TOTAL 600 25 20400
KET : E= EKOR 21.375

G = GABUS

Kapal

yang bertambat labuh di PPI Bonto Bahari Mei 2021

i i Surat j
Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di : PP i
Bulan - JUNI 2621
Data Kapal Peril
Tiba Tolak o—
m
No . — i Bio sy ';3::99 R Jmin NodanTgisPBTolak [ | =em
APVKA®) Asal i = @)
Tiba ujuan
Nomor Tanggal = - Nomor Tanggal
1 [KARYA TANGUNG 77| =, TABI 27 | PURSE SAINE | PPI SONTOBAHARI [00038 19/0/2029 sriera021| sraor2021] 1000 o | ow0s7.00mmz02t | e/wz021 | FisamG GROUND| 500
2 REVHAN 01 [BURARIA MULK] 27 BUBU $P1 SONTOBAHARI si312021 | 0 0 | ooose.cammuzozt | err2021 sUsU 1000
3 | CAHAVA JEDOA S " oSamF | 15 | PURSE SAINE | ori SONTOBARAR) | 314 1202020 | 12/12/2020] &/1/2021 0 0 | oooss.osmmiz01 | e/3r2021 | FiseG GROUND| 700
2 |CINTA SARAPAN 002| 5 SUPU | 11 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBARAR) |000%2 2102021 | /2272027 | /5012021 | 200 0| 000s0.050miz021 | e/5/2021_| PG GROUND| 700
5 | JABAL NUR 7T TAL== 25 | PURSE SAINE | PP SONTOBAHARI [000¢1 2002029 szorzozs| &/72021 | 0 20 | 00051052021 | /62021 | FISHING GROUND| 450
6 | smamr=s=wioz SAMAKA | 25 |PURSE SAINE| PRI KOTABARU w2021 |0 0 | ooosz.0smmuz021 | &/772021_| Fismc GROUND| 600
7 | cAnAva JEDOAT A 25 |PurRsE SAINE | P SONTOBARARI | 300 1502020 | 17/11/2020] s/asz021 0 32| 000s3.0somuz021 | /772021 | Fisamic orouno| 700
B PENTENG BARU 01 G| HANAPING | 11 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBARAR [000%5 21/0/W2021| /2272021 | 5/28/2027 | 200 0 | 00054.07/0mu2021 | &/772021_| FiSNG GROUND| 600
S | CAMAYA JEDDA S | 1 SYARIF_| 15 | PURSE SAINE | PRI BONTOBAHAR! [00051/28/0/r202d 5/2872021 | &/a/2021 | 0 30| 000ss,07/omirz02: | e/er2021 | FISHING GROUND| 450
10 | KARYA TANSUNG 77| . TABI 21 | PURSE SAINE | PP SONTOBAHARI [00057.02/0/m/2021]_&/3r2021 | &/er2021 0 10| 000ss,110mu2021 | &/1172021 | PG GROUND| 450
e ) 72 | PURSE SAINE | 5P BONTOBARAR |00083, 0s/om2021] /2272021 | 5102021 | 80 ° FremG GROUND| 600
12 | LA JAYA ALSA 03 | mASA 50 |Purss SAnE | P soNTOBARAR 573172021 | /102027 | 1000 o FisomG GroUND| 800
13 KONDOA 004 HSAEEO | 21 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBAHAR [00043 21/0/2021] 5/22/2021 | e/is/2021 | 500 B FiSamNG oROUND| 750
12 | CAnAvA JEDDA & 7 SAmF | 15 | PURSE SAINE | PrI SONTOBARAR) [000S8.0/D2021 smr2021 | &/iar2021 | 0 20 FiSNG GROUND| 820
15 | JASAL RAmMA 77 | ISMAL N | 22 | PURSE SAINE | 9P1 SONTOBARAR [00070,35/0/2021| &/17/2021 | /1572021 | 0 ) FiswmG GROUND| 1000
15 | CAwAYA JEOOA T A 25 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBARAR [00053 05/D/m/2021| &/7/2027 | /152027 | 0 30 FIS=NG GROUND| 1000
17 | KARYA TANJUNG 77| . TABI 21 | PURSE SAINE | PP BONTOBAHARI [00086, 1 1/0/W/2027 &/11/2021 | &/152021 |0 20 FiSNG GROUND| 600
18 PENTENG BARU 01 G| HANAPING | 11 | PURSE SAINE | o1 BONTOBARARI |00084,07/0//2021_8/7/2021 | &/1072021 | 200 0 FisamG GROUND| 700
19 | CAHAYA MADIA 77 | SAXKKA | 20 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBAHARI | 240.03/DMI2020 | 10:@72020 | e1e2021 | 0 0 FisemG GrOUND| 500
20 | NUR MADNA 77 W RUSL | 26 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI | 298 07/DMV2020 | 17/1172020] /1572021 |0 20 FISSNG GROUND| 450
21 [CAHAYA MIEKKA 2000+ RASDE | 24 | PURSE SAINE | PPi BONTOBARAR | 0170,13/0mw2020 | a/1arz0z0 | 91672021 |0 ) FiSHmNG GROUND| 600
22 HASRIANI 02 SANGHALA 29 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHAR! 53072021 | 6572021 800 o FISHING GROUND| 1200
23| NumASvAOZ = JUMANG | 20 |PUmss SAne | oeloTABAR @s2021 |0 0 Fisomic oroUND| 800
24 | CAMAVA JEDDA S | W SvARIF_| 15 | PURSE SAINE | PPi BONTOBAHARI [00055,07/om2021_6/a/2021 | e/ier2021 |0 70 FiseG GROUND| 450
25| sma= resexioz SAHAKA 25 |PURSE SAINE | PP BONTOBARARI poos2,006/0/m202]_6/7/2021 | &/1672021 |_100 0 FiSHNG GROUND| 500
26 |CINTA nARAPAN 002 1 SUPU 71 | PURSE SAINE | PP SONTOBARAR: |00050.05/D/m/2021| 552021 | &/15/2021 | 200 0 FiS=mG GROUND| 830
27 | JABAL SURT 02 | = WAKMUR | 30 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBAHAR | 302 150my2020 | 18/11/2020] /162027 | 0 30 Fis=mc GROUND| 600
28 REVHANG1___ |SUHARAMULK] 21 =Us0 PP BONTOBAHAR [00058,03/D//2021] 6//2021 | &/1972021 | 250 o sUsU 1200
29 | rEmUNA JAVA 77 |+ SALEn | 23 |PURSE SAINE| PPiKTA BARU 22021 |0 B FIS#NG GROUND| 600
30 | JABAL RAPMA 777 | ISMAL N__| 75 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBAHAR | 308 01/DMI2020 | 21272020 | /202021 | 0 20 FiS=mG GROUND| 600
31| CAHAYA JEDOA & i SARE | 15 | PURSE SAINE | PRI SONTOBAHARI [00070, 16/0//2021] &/1772021 | er2ar2021 | O E3 FISING GROUND| 800
32| NUR MADNA 77 " RUSL_| 26 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI [0007S, 1s/onw2021] a/20/2021 | &/23/2021 |0 20 FiSamG GROUND| 450
33 | RAMAT iNDAn =5 MAUDU 5 |Pumss same &/2a2021 | 320 o FiSNG GROUND| 830
34| mamvas voDa ViURsALM | 24 |Purss same am2021 |0 0 Fis=mG GROUND | 600
35 | KARYA TANJUNG 77| H. TABI 30 |PURSE SAINE /182021 | 242021 | 0 30 FiSHmG GROUND| 450
36 | ASDAR JAVA 03 | MU YUSUF | 25 | PURSE SAINE ans2021 |0 B FiSamNG GROUND| 800
37 | CARAYA MADINA 77 | SAKKA | 30 | PURSE SAINE | PP SONTOBAHAR [00074 18/0/W2021] 61972021 | 82472021 | 0 5 Fis=mG oRoUND | 600
38 | SARAPAN BARU 35 | ANWAR 38 |PURSE SAINE Bo1 UNTIA 242021 | 0 0 FisemG GROUND| 800
39 | CAHAYA JEDOA 7 o 25 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHARI [00072. 17/0/u2021 &/18:2021 | 232021 | 0 24 FiSamG OROUND| 1200
40| CAMAYAJEDDAS | W SARIF | 30 | PURSE SAINE | 571 BONTOBARAR [0007S. 15/0/2021] &/20/2021 | &/2572027 |0 150 FiSHNG GROUND| 1800
21| wAsaAsoNE 2 | Anwam TUTY 25 |Pumss saine PP UNTIA S22021 | 240 0 Fis=mG GRoUND| 800
42| WMUTMRAGZA | 1 ABUMAER | 16 | PURSE SAINE| PPI KOTABARU @s2023 | 0 0 FisemG GROUND| 600
23 PADA ELO W HARS | 28 | PURSE SAINE | PP SONTOBARARI /302021 | /1272021 | 870 0 FiSNG GROUND| 1200
24| JABALSURT 02| ¥ MAKMUR | 30 | PURSE SAINE | PPI BONTOBAHAR [00082 15/D/2021| &/20/2021 | 87282027 | 0 30 FiSomG GROUND| 830
45 | JASAL RASMA 777 | ISMAL N | 15 | PURSE SAINE | PP1 SONTOBASARI |00085 22/0/W/2027| /2372021 | &/282027 | 0 30 Fis=mG GROUND| 550
46| JABAL RARMA 77 | ISWMAL N | 22 | PURSE SAINE | PRI SONTOBARAR [00071,17/0M/2021] e/1ar2021 | e/2er2021 | O D FISING GROUND| 450
a7 FASRIANI 02 SANGKALA | 29 | PURSE SAINE | PPt SONTOBAHARI [00077, 19/0/v2021| &/2072021 | 1272021 | 0 B FiSAmNG GROUND| 800
48 | LNAJAVAALSAGS | nmasa 30 | PURSE SAINE | PPt BONTOBARARI |00058.15/0/m/2021] &/16/2021 | &/22/2021 | 200 o FsomG GroUND| 890
2o WRADUAR 77 = BETA 30 |Purss same PPIUNTIA o021 | 0 5 FiSSmG GROUND| 900
50| ARTI BUANA H_JABBAR | 28 | PURSE SAINE PP UNTIA ez72021 |0 0 FISING GROUND| 800
ToTAL 6160 =96 56920
KET - £ - EKOR 183,820 KG

6 -caBUs

Kapal yang bertambat labuh di PPI Bonto Bahari Juni 2021




R

i Surat P

Berlayar

Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di Pelabuhan Perikanan PPl Bontobahari
Bulan : JULI 2021

Data Kapal Perikanan
Tiba Tolak —
No dan Tgl SPB |Tangg - No dan Tgl SPB DPV/ I
M| Nama Kapal | Pemiik [GT 5 al Tiba | omih Produksi Tolak Pelabuhan :35’"'
AEIRES Asal Nomor Tanggal (KG) Nomor Tangg |Tuiuan
TONGKOL[LAYANG al
1 GosiP SAHRUL 30| PENGANGKU UNTIA #2021 1500 00109,02/D/IV202 FISHING GROUND 450
2 CINTA HARAPAN| H. SUPU 11| PURSE SAINE PPl 00081,21/D/W20 |22/06/2021 #2021 400 00110,03/D/W202 FISHING GROUND 600
3 KONDOA 004 H. 21|PURSE SAINE PPI 00069,15/D/IV20 | 16/06/2021| 210622021 600 00111,03/D/W202 FISHING GROUND 300
4 | BONDENG MANAI 02| HAPIDO 14|PURSE SAINE PPI 00067,12/D/V20 | 12/06/2021 | 14/06/2021 800 00112,03/D/W202 | 03707/2021[ FISHING GROUND 450
5 JABAL NUR 77 TALIBE 30|PURSE SAINE PPl 00061,05/D/IV20 | 06/06/2021 2100 00113,03/D/IV202 | 04#07¢2¢ FISHING GROUND 600
6 CAHAYA JEDDA 2 AMIR 19| PURSE SAINE PPl 232.01/D/IV2020 |02/10/2020 2100 00114,04/D/IV202 FISHING GROUND 600
7 CAHAYA JEDDA 4 H. SARIF 19| PURSE SAINE PPl 00070,16/D/IV20 [17/06/2021 | 04/07¢2021 1540 00115,05/D/IWV202 FISHING GROUND 450
8 CAHAYA JEDDA 7 AMIR 29|PURSE SAINE PPI 00072,17/D/V20 |1 1 t2021 2450 00116,05/D/MV202 FISHING GROUND 600
9 CAHAYA JEDDA H. GAPPAR| 30|PURSE SAINE 1400 00117,07/D/W202 FISHING GROUND 500
10 NUR MADINA 77 H. RUSLI 26| PURSE SAINE PPI 00087,25/D/IV20 | 23/06/2021 2800 00118,08/D/IW202 | 09/07/2021| FISHING GROUND 600
11 JABAL SURT 02 |H. 30|PURSE SAINE PPl 00082,19/D/IV20 | 20/06/2021 1400 00119,08/D/IW202 | 09/07¢2021| FISHING GROUND 350
12 KARYA TANJUNG-| H.TABI 30| PURSE SAINE PPI 00090,26/D/IW20 |27/06/2021 910 00120,08/D/IV202 | 08#07¢2021| FISHING GROUND 400
13 CAHAYA MADINA H. 30|PURSE SAINE PPI 00092, 26/D/IV20 27/06/2021 | 2440642021 1050 00121,08/D/MV202 FISHING GROUND 450
14 CAHAYA| H. NAWIR| 24|PURSE SAINE PPI 00122,09D/IW202 FISHING GROUND 600
15 CAHAYA JEDDA 3 H. SARIF| 30|PURSE SAINE PPl 00095,27/D/WV20 (28/06/2021 1540 00123,09/D/IWV202 FISHING GROUND 350
16 CAHAYA MEKKA |H. RASIDE 24|PURSE SAINE PPI 00076,19/D/W20 20/06/2021 1540 00124,10/D/IW202 | 1107¢2021| FISHING GROUND 450
17 JABAL RAHMA 77 ISMAIL.N 22|PURSE SAINE PPI 00102,29/D/IV20 | 30/06/2021 2100 00125,10/D/W202 | 11#07¢2021| FISHING GROUND 400
18 JABAL RAHMA- ISMAIL.N 19| PURSE SAINE PPl 00101,29/D/IV20 |30/06/2021 | 08/07+2021 1890 00126,10/D/W202 | 1107/2021| FISHING GROUND 350
19 JABAL NUR 77 TALIBE 30| PURSE SAINE PPl 00113,03/D/IV20 |04/07/2021 | 10/07¢2021 1540 00127,12/D/IW202 | 13#07/2021| FISHING GROUND 600
20 GOsIP SAHRUL 30| PENGANGKU PPI 00109,02/D/IV20 |03/07/2021 | 10/07/2021 2000 00128,12/D/IW202 FISHING GROUND 450
21 CAHAYA JEDDA 4 H. SARIF 19| PURSE SAINE PPI 00115,05/D/IV20 |06/07/2021( 10742021 1800 00129,13/D/IW202 | 14/07/20| FISHING GROUND 700
22 KONDOA 004 H. 21|PURSE SAINE PPl 00111,03/D/IV20 [03/07/2021| 107/2021 200 00130,15/D/IV202 FISHING GROUND 350
23 JABAL SURT 02 |H. 30[PURSE SAINE| PPIKOTABARU |00119,08/D/IW20 |09/07/2021] 14/07¢2021 1200 00131,17/D/IV202 FISHING GROUND | 450
24 [CAHAYA MADINA 77 H 30| PURSE SAINE PPl 00120,08/D/IV20 |09/07/2021 | 1610722021 4900 00132,22/DAIV202 | 23107¢2021| FISHING GROUND 350
25 CAHAYA JEDDA 4 H. SARIF 19| PURSE SAINE PPl 00129,13/D/W20 | 14/07/201 1320 00133,22/D/MV202 | 23/07¢2021| FISHING GROUND 500
26 CAHAYA JEDDA 7 AMIR 29|PURSE SAINE PPl 00116,05/D/W20 |06/07/2021 1800 00134,24/D/W202 | 25/07¢2021| FISHING GROUND 450
27 CAHAYA JEDDA 3 H. SARIF| 30(PURSE SAINE PPI 00123,09/D/IV20 |10/07/2021 2200 00135,25/D/IWV202 FISHING GROUND 600
28 | CAHAYA JEDDA 0S |H. GAPPAR| 30|PURSE SAINE PPI 00117,07/D/W20 |08/12/2021 1200 00136,25/D/IW202 FISHING GROUND 350
29 CINTA HARAPAN H. SUPU 11|PURSE SAINE PPI 00110,03/D/I20 (03/07/2021 800 00137,25/D/Mv202 FISHING GROUND 600
30 JABAL NUR 77 TALIBE 30|PURSE SAINE PPI 00127,12/D/IV20 | 13/07/2021 | 24¢0742021 2100 00138,26/D/IV202 FISHING GROUND 350
31 KARYA TANJUNG- H. TABI 30|PURSE SAINE PPl 00120,08/D/20 |09/07/2021 | 16/07¢2021 1000 00139,26/D/IW202 | 27#07¢2021[ FISHING GROUND 450
32 ARTI BUANA H. JABBAR| 28|PURSE SAINE PPI 00106,02/D/W20 01/07/2021 1000 00140,26/DAIV202 | 27107/2021| FISHING GROUND 350
33 CAHAYA RASUL R RASYID 12|PURSE SAINE 600 00141,27/D/IV202 | 28#07¢2021| FISHING GROUND 600
34 NUR RAHMI TAMRIN 20|PURSE SAINE PPI 00092,26/D/W20 (27/06/2021 200 350 00142 27/D/IWV202 FISHING GROUND 450
35 KHADUAH 77 H. BETA 30| PURSE SAINE PPI 00105,30/D/IV20 |01/07/2021( 10742021 930 00143,27/D/V202 FISHING GROUND 350
36 RAHMAT INDAH 99 MAUDU 19| PURSE SAINE PPI 00088,26/D/IV20 |27/06/2021| 107/2021 200 00144,27/D/M202 FISHING GROUND 600
37 |BONDENG MANAIO02| HAPIDO 14|PURSE SAINE PPI 00112,03/D/W20 |03/07/2021 | 05072021 350 00145 27/D/W202 FISHING GROUND 350
38 | HARAPAN BARU 35 ANWAR 18| PURSE SAINE PPl 00093,26/D/IV20 |27/06/2021 | 107#2021 1200 00146, 28/D/IV202 | 28/07¢2021| FISHING GROUND 600
39 PADA ELO H. HARIS | 28| PURSE SAINE PPl 00098,29/D/I20 | 30/06/2021| 1072021 800 2200 00147 ,29/D/IV202 | 30/07¢2021| FISHING GROUND 450
40 JABAL SURT 02 H. 30| PURSE SAINE PPI 00131,17/D/W20 |18/07/2021 800 00148,29/D/V202 FISHING GROUND 500
41 KONDOA 004 H. 21|PURSE SAINE PPI 00130,15/D/IV20 [15/07/2021( 10742021 650 00149,31/D/IV202 FISHING GROUND 800
42 GARNIS M. IDRUS | 16|PURSE SAINE 00150,31/D/IV202 FISHING GROUND 450
TOTAL 28050 30110 20200
Kapal yang bertambat labuh di PPI Bonto Bahari Juli 2021
Registrasi Surat Persetujuan Berlayar
Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di Pelabuhan Perikanan PPI Bontobahari
Bulan : AGUSTUS 2021
Data Kapal Perikanan
Tiba Tolak
No dan Tgl SPB Tanggal _— No dan Tgl SPB DPI/ Jmlh
No Naia Kaval — sebelunya Tiba Jmlh Prod uksi Tolak Pelabuhan BBM
P APIKA®) | Pelabuhan Asal Tujuan (L)
Tangg
Nomor Tanggal TONGKO [LAYANG Nomor al
L
1 NUR MADINA 77 H. RUSLI 26 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00121,08/D/IK202| 7/9/2021 (29/07/2021 400 840 00151,01/DAIV2021 | 2/8/2021 | FISHING GROUND [ 450
2 CAHAYA MEKKA| H. RASIDE 24 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00124,10/D/I202 | 7/11/2021 |29/07/2021 1610 00152,02/D/AII2021 | 3/8/2021 | FISHING GROUND [ 450
3 GOSP SAHRUL | 30 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00128,12/D/Ii202| 7/13/2021 [29/07/2021 1500 | 00153,0/D/I2021 | 4/872021 | FISHING GROUND | 550
4| KARYATANJUNG-| H.TABI 30 [PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00139,26/D/Ik202 | 7/27/2021 | 1/812021 2100 00154,03/D/I2021 | 4/8/2021 | FISHING GROUND | 350
5| CAHAYAJEDDAT AMR 29 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00134,24/D/IV202 | 7/25/2021 29/07/2021 2100 00155,04/D/2021 | S/8/2021 | FISHING GROUND [ 450
6 | CAHAYAJEDDA3 H. SARF 30 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI(00135,25/D/IL202 | 7/26/2021 | 3/8/2021 2010 480 00156,05/D/IV2021 | 6/8/2021 | FISHING GROUND [ 450
7 | CAHAYAJEDDA | H.GAPPAR | 30 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00117 07/DAIN202| 12/8/2021 | 3/8/2021 1200 300 | 00157,05/D/V2021 | 6/8//2021 | FISHING GROUND | 450
8 | CAHAYA JEDDA2 AMR 19 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00114,04/D/I1202| 7/5/2021 | 2/8/2021 400 700 00158,05/D/II2021 | 6/8/2021 | FISHING GROUND [ 350
9 JULU ATIA HASANUDDIN | 17 |PURSE SAINE 29/07/2021 600 00158,06/D/IV2021 | 7/8/2021 | FISHING GROUND | 450
10 | CAHAYA JEDDA 4 H. SARIF 19 [PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI 00133 22/D/IV202 | 7/23/2021 | 3/8/2021 800 00160,07/D/IV2021 | 8/8/2021 | FISHING GROUND [ 350
1" JABALSURT02 | H.MAKMUR [ 30 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00148,29/DAIN202 | 7/30/2021 | 8/8/2021 600 1020 (00161,07/D/I2021 | 8/8/2021 | FISHING GROUND [ 600
12| CNTAHARAPAN| H.SUPU | 11|PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00137,25/D/W202| 52672021 | 5/8/2021 | 800 00162,09/D/II2021 | 101612021 | FISHING GROUND | 650
13 | BENTENG BARU 01| HANAPING 11 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI00073,19/D/II202 | 6/19/2021 | 4/7/2021 250 00163,10/D/IV2021 | 11812021 | FISHING GROUND [ 650
14 CAHAYA MEKKA| H.RASIDE | 24 [PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI[00152,02/D/V202| 3/8/2021 | 10/8/2021| 1000 2500 | 00164,14D/W2021 | 151812021 |FISHING GROUND | 350
15 | CAHAYA JEDDA 2 AMR 19 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARII00158,0S/D/N202 | 6/8/2021 | 12/8/2021 560 480 00165,16/D/II2021 | 17/08/2021 | FISHING GROUND | 450
16 | CAHAYA JEDDA 4 H. SARIF 19 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00160,07/D/Ii202| 8/8/2021 | 11/8/2021 1750 00166,18/D/I2021 | 13812021 [ FISHING GROUND | 450
17 | KARYATANJUNG-| H.TABI 30 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00154,03/D/202 | 4/8/2021 |17/08/2021 1450 (00167 21/D/I2021 | 22/08/2021| FISHING GROUND | 350
18 | BONDENG MANAIO2| HAPDO 14 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00145,27/D/IV202 | 7/28/2021 | 1/8/2021 250 00168,21/D/II2021 | 22/08/2021 | FISHING GROUND [ 650
19 CINTA HARAPAN H. SUPU 11 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00162,09/D/I202 | 10/8/2021 | 16/08/2021 8200 00168,22/D/IV2021 | 23/08/2021 | FISHING GROUND [ 550
20 ASDAR JAYA 03 | MUH. YUSUF | 26 [PENGANGKUT| PPIBONTOBAHARI|00091,26/D/IV202| 6/27/2021 | 1/8/2021 150 00170,22/D/IV2021 | 23!812021 [ FISHING GROUND | 650
21 | BENTENGBARUO1| HANAPNG | 11 |PURSESAINE | PPIBONTOBAHARI|00163,10/D/I202| 11/8/2021 | 18/872021| 600 00171,22/D/IV2021 | 23/08/2021| FISHING GROUND | 550
22 GOsiP SAHRUL 30 |PENGANGKUT| PPIBONTOBAHARI|00128,12/D/IN202 | 7/13/2021 | 12/8/2021 200 300 00172,23/D/I12021 | 241812021 | FISHING GROUND | 650
23 | JABALRAHMATT | ISWAILL N | 22 [PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI[00102,29/D/Ii202| 6/30/2021 | 13/812021| 1450 00173, 23/D/I12021 | 24/08/2021| FISHING GROUND | 450
24 MUTIARA 02 A H. ABUHAER | 16 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00097,28/D/IN202  6/29/2021 | 1/8/2021 250 00174,24/D/IV2021 | 25/08/2021 | FISHING GROUND | 450
25 JABAL SURT02 | H.MAKMUR | 30 [PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI(00161,07/D/IV202| 8/8/2021 | 23/8/2021 2450 | 00175,25/D/I2021 | 26/08/2021| FISHING GROUND | 350
26 | CAHAYA JEDDA 4 H. SARIF 19 [PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00166,18/D/IV202 | 19/8/2021 | 24/8/2021 700 450 00176,26/D/IV2021 | 271812021 | FISHING GROUND | 450
27 PADAELO H. HARIS 28 |PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00147,29/D/IN202 | 7/30/2021 (16/08/2021 470 2500 | 00177,27/D/IV2021 | 28/08/2021| FISHING GROUND | 700
28 | KARYATANJUNG-| H.TABI 30 [PURSE SAINE | PPIBONTOBAHARI|00167,21/DAIV202 | 22/08/2021| 29/8/2021 2050 400 00178,31/D/V2021 | 1/9/2021 | FISHING GROUND | 450
TOTAL 29700 15990 13700

Kapal yang bertambat labuh di PPl Bonto Bahari Agustus 2021




i Surat

Kapal Perikanan Ukuran < 30 GT di
Bulan : SEPTEMBER 2021

Data Kapal Perikanan

Tiba Tolak a
No - NoWaivIgl S . No dan Tgl SPB Tolak DPI/ B';M
Nama Kapal Pemilik |GT sebelunya Tanggal | Jmih Produksi (KG)
APIKA™) Asal Tiba b w)
Nomor Tanggal Nomor Tanggal Tujuan
TONGKOL | LAYANG
1 JABAL RAHMA 77 | ISMAIL. N | 22 PURSE SAINEPPI BONTOBAHAR|00173,23/D/lIV2021| 24/08/2021 | 8/29/2021 1450 00179,02/DAW2029 /372021 FISHING GROUNY 450
2 MUTIARA 02 A |=. ABUusAER] 15 PURSE BONTOBA? 174,24/DAV2021 1| arzer2021 <00 00180,03/DM2021 /472021 [PPixoTA BARU| 1000
3 pinTasararanoo] = suPu | 11 purse BONTOBA* 162,09/Dr2021] 10/8/2021 | 8282021 600 00181,03/D/2021 9/4/2021 FISHING GROUN] 350
4 |onoenG manalo2| =aPpo [ 14 purse BONTO! 168,21/DIr2021] 22/08/2021 | 8/28/2021 3800 00182,04/DmM2021 9/5/2021 FISHING GROUNT 1000
5 [ENTENG BARU 01 g 11 PURSE BONTO! 171,22/D/Ir2021] 23/08/2021 | 82912021 1050 00181,04/D/2021 9/5/2021 FISHING GROUN] 350
6 | canavaJeopa 4 | H sariF | 19 PURsE BONTO! 166, 18/DMI2021] 1v8/2021 | /372021 2100 00182,06/D/M2021 9/7/2021 FISHING GROUN] 450
7 PAHAYA MEKKA 200 H. RASIDE | 24 PURSE SAINEPPI BONTOBAHAR| 00164, 14D/IIV2021| 15/8/2021 | $/2/2021 2100 1000 PO183,06/DIIIV2021 07/09/202 FISHING GROUN] 220
8 | casava JEDDA 2 AMIR 15 puRsE BONTO! 165, 16/D/M2021| 17/08/2021 | or3r2021 1450 1050 |00184,06/D202q 9/7/2021 FISHING GROUNT 450
E) REYHAN 01 UHARIAMULY 21 PURSE SAINS BUBU 0003, z2/0mr2021| 672312021 | sr7r2021 00185, 10/D/2021 9/11/2021 BUBU 600
10 kARYA TANJUNG7{ . 7ABI | 30 PURSE BONTO! 2[00167, 21/Dm12021| 22/0872021 ] avar2021 2100 00185, 16/D/M2021 8/17/2021 FISHING GROUN] 450
11 | canava JEDDA 4 | H. sariF | 19 PURSE BONTO! 182,06/D/r2021] 91772021 | evi5r2021 890 450 o187, 17/0nw2021 $/18/2021 FISHING GROUNG 350
12 JABAL NUR 77 TAUBE 30 PURSE SAINEPPI BONTOBAHAR|00138,26/D/V2021| 7/27/2021 | 9/14/2021 800 00188, 17/D/IW2021 9/18/2021 FISHING GROUNT 350
13 fcasava maoina 77] = saxxa | 30 purse BONTOBA? 132,22/Dn2021| 7/23/2021 | sv45r2021 1450 250 |potas, 17/Dnw2024 sr18/2021 FistinG GROUND 450
14 Pasava mexxa 200] = raspe | 24 purse BONTO! 123,08/Dm2021] 07/08/202 | 9/17/2021 450 232 |00150,18/Dn2029 1192021 FissING GROUNT 450
15 | camava JEDDA T AMIR 29 PURSE BONTO! 155,04/Dnr2021] 5/8r2021 | sv16r2021 1450 220 |ooto1,21/Dnw2024 92272021 FistiNG GROUNG 450
16 |JaBAL RAsMA777 | ismaLN | 19 PURSE BONTO! 126, 10/Dr2021] 71172021 | 9v16/2021 1450 350 |oo192,21/Dn2024 9/22/2021 FISHING GROUNT 450
17 | canava yeopa s | H. sarwF | 30 PuRse BONTO! 156,05/D/Ir2021] 67812021 | 9v17/r2021 1450 2820 |o0193, 2202024 9/23/2021 FISHING GROUNY 350
18 | MANDALA 03 DK DAKRIL 21 PURSE BONTOBAF 20 5 1 | 9r19/2021 850 00194,23/D/2021 9/24/2021 FISHING GROUNT] 600
19 JanpaLa PUTRA 7] samsuL | 25 Purse BONTO! 7.25/D/m12021| 5/25/2021 | 11872021 00195,23/D/12021 9/24/2021 FISHING GROUN] 500
20 | usamasaru Dk | pDaxmiL | 17 pencancku PP BONTOBARAR|00046 25/Dmr2021| 572572021 | srasr2021 1450 00196,23/DM2021 9/24/2021 FISHING GROUN] 450
21 ENTENG BARU 01 ¢ 11 PURSE BONTO! 181,04/DMr2021] 9v5r2021 | sv16r2021 750 00197,24/D/2021 /25/2021 FISHING GROUN] 600
22 KARYA TANJUNG-7{ H. TABI | 30 PENGANGKUPPI BONTOBAHAR|00185, 16/Dr2021] 811772021 | er1ar2021 820 1200 [p0198,25/DM2021 9/26/2021 FISHING GROUNT 450
23 | JABAL RAHMA 77 | ISMAIL. N | 22 PURSE SAINEPPI BONTOBAHAR|00179,02/D/IV2021| S/3/2021 | 9/22/2021 1450 00199,27/DAW2021 9/28/2021 FISHING GROUNY] 450
24 pinTa saraPan oo = supu | 11 purse BONTO! 181,03/D/2021| 9/4/2021 | 9s15/2021 2300 00200,28/D/M2021 9/25/2021 FISHING GROUN] 600
25 | casava sebpa 4 | = samF [ 1s purse BONTO! 187,17/Dnw2021| o118/2021 | sr22/2021 1400 00201,28/D/2021 9/25/2021 FISHING GROUN] 450
26 | casava JeDDa 2 AMIR 19 purRsE BONTO! 184,06/0mr2021] 97772021 | 9r2612021 850 1450 [00202,30/0M112021 31/09/2021 FISHING GROUNT 450
TOTAL 33160 9322 12720

Kapal yang bertambat labuh di PPl Bonto Bahari September 2021




d. Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPl Bonto Bahari
Januari-September Tahun 2021

A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TPI/PPI : PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS

Bulan Januari
NO NAMA NELAYAN | JENIS TANGKAPAN | NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp) TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H_ Kahar Kepiting 2202 50,000 11,010,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
2 Sompo Kepiting 2037 50,000 10,185,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin Kepiting 2072 50,000 10,370,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a i Kepiting 2110 50,000 10,550,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
s Arman Mawing Kepiting 2205 50,000 12,025,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Malamur Kepiting 2300 50,000 11,500,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 Kepiting 2277 50,000 11,385,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
8 H_Sirajudda Kepiting 2048 50,000 10,240,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
E) Tahir Kepiting 1807 50,000 5,035,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,710,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,645,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,765,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting i 50,000 11,170,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting E C 11,540,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 11,610,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 11,360,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 8,815,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 8,515,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 10,050,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 10,470,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 11,450,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,070,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,665,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,025,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,655,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,660,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,615,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,680,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,075,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,440,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,090,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,120,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,110,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 11,695,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting o 50,000 9,530,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 9,855,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 8,690,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 10,805,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 11,150,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 8,975,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 50,000 PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 1617 50,000 PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 1719 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting i1sss 50,000 PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 2020 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 2081 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting 2155 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Sulaeman Kepiting 1926 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Mustapa Kepiting 1s07 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Tamsin Kepiting 1507 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Syamsuddin Kepiting 2027 50,000 PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
Asis Kepiting 114 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
H. Hafid Kepiting isas 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kepiting isis 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Jumaing Kepiting 1823 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Mansu Kepiting isss 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Haesil Kepiting 1921 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Saenuddin Kepiting 1886 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Rustam Kepiting 2000 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Bahar Kepiting 2050 50,000 PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
JUMLAH TOTAL 12,059.8 602,990,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bonto Bahari
Januari 2021



A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TP1/PPI : PPl BONTO BAHARI KAB. MAROS
Bulan Februari

NO | NAMA NELAYAN | JENISTANGKAPAN | NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) [ NILAI PRODUKSI (Rp)|  TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H.Kahar kepiting 1955 50,000 9,775,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
2 Sompo kepiting 1930 50,000 9,650,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1896 50,000 9,480,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a Rasindo it 2021 50,000 10,105,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
5 Arman Mawing kepiting 1870 50,000 9,350,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makamur kepiting 1782 50,000 8,910,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 Hamsah kepiting 1907 50,000 9,535,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
s H. Sirajudd kepitin; 1783 50,000 8,915,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
) Tahir it 2000 50,000 10,000,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso 1738 50,000 8,690,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
11 Mursali kepitin: 1985 50,000 9,725,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing kepiting 1951 50,000 9,755,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W kepiting 186.7 50,000 9,335,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusli kepiting 1992 50,000 9,960,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen it 2000 50,000 10,000,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur 2060 50,000 10,300,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Alwi kepiting 1583 50,000 7,915,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal kepiting 1668 50,000 8,340,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik kepiting 1925 50,000 9,625,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar kepiting 202.2 50,000 10,110,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idris it 192.5 50,000 9,625,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar 1939 50,000 9,695,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni 165.4 50,000 8,270,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
24 Mukhtar kepiting 1543 50,000 7,715,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
25 Tajuddin kepiting 1795 50,000 8,975,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
26 Nasaruddin kepiting 1996 50,000 9,980,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
27 Rusli it 196.1 50,000 9,805,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Duthadi 1720 50,000 8,600,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai ) 1585 | 0,00 7,925,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
30 Risal kepiting 1686 50,000 8,430,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
31 Kahar kepiting 1982 50,000 9,910,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifli kepiting 1585 50,000 7,925,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir kepiting 1658 | 50,000 8,290,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas kepits 2107 50,000 10,535,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi 168.4 50,000 8,420,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Ramli ; 1762 50,000 8,810,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding kep 159.5 50,000 7,975,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acox kepiting 1964 50,000 9,820,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar kepit 201.6 50,000 10,080,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
40 Japar kepiting 166.6 50,000 8,330,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a1 Manna it 156.1 50,000 7,805,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
42 Baharuddin kepiting 1499 50,000 7,495,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a3 Saenal kepiti 1582 50,000 7,910,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
P Rusli kepiting 1783 50,000 8,915,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a5 Sampara kepiting 1849 50,000 9,245,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 Rahman kepiting 1761 50,000 8,805,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a7 Rumall kepitin, 1926 50,000 9,630,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a8 Sulaeman it 1729 50,000 8,645,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
49 Mustapa | 1778 50,000 8,890,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamsin kepiting 1603 50,000 8,015,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
51 Syamsuddin kepiting 1793 50,000 8,965,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris kepiting 1710 50,000 8,550,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid kepiting 1858 50,000 9,290,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 Sul it 1804 50,000 5,020,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Jumaing 1778 50,000 8,890,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
56 Mansu kepiting 1547 50,000 7,735,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiting 1483 50,000 7,415,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
s8 Saenuddin kepiting 1444 50,000 7,220,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam kepiting 1471 50,000 7,355,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar it 1387 50,000 6,935,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
JUMLAH TOTAL 10,706.4 535,320,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bonto Bahari
Februari 2021




A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TPI/PPI : PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Bulan Maret

NO NAMA NELAYAN JENIS TANGKAPAN NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp) TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H. Kahar kepiting 2080 50,000 10,450,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
2 Sompo kepiting isso 50,000 9,150,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1818 50,000 9,090,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a Rasindo kepiting i760 50,000 8,800,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
5 Arman Mawing kepiting 1834 50,000 9,170,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makmur kepiting 1914 50,000 5,570,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 kepits 200.6 50,000 10,030,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
8 H. itis 1793 50,000 8,965,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
9 Tahir kepiting 1718 50,000 8,590,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso itis 1834 50,000 9,170,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
e Gy A i 11 1778 8,890,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing i829 9,145, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W 3 1911 9,555,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusli i 199.5 9,975,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen 189.7 9,485,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur i 197.2 9,860,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Abwi kepiting 1525 7,625,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal kepiting 169.6 8,480,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik kepiting 1719 8,595,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar kepiting 1939 9,695,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idns its 173.1 8,655,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar 1826 9,630,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni 1721 8,605, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Mukhtar 1712 8,560, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Tajuddin 1987 9,935,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Nasaruddin 196.7 9,835, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Rusli 165.7 8,285, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Dulhadi kepiting 1585 7,925,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai itis 177.1 8,855,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
30 Risal kepiting 1589 7,945,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
31 Kahar kepiting 1735 8,675,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifld kepiting 169.2 8,460,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir kepiting 1750 8,750,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas it 194.2 9,710,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi 1640 8,200,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Raml 1547 7,735,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding Isis | 8,180,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acox 205.5 10,275,000 | PPI1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar 2024 10,120,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
40 Japar 1984 9,920,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a1 Manna 1735 8,675,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
42 Baharuddin kepiting 1868 9,340,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a3 Saenal kepiting 1512 7,560,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a4 Rusli kepiting 156.6 7,830,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
as kepitin; 1782 8,910,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 kepitin; 1879 9,395,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a7 R 2 it 1841 9,205,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
48 Sulaeman kepiting 1789 8,945,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
49 Mustapa itis 1734 8,670,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamrin i 1842 9,210,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
51 di: 1993 50,000 9,965,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris i 1822 50,000 9,110,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid isio 50,000 9,550,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 i 1652 50,000 8,260,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Jumaing kepiting 1847 50,000 9,235,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
56 Mansu kepiting 1922 50,000 9,610,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiting 1758 50,000 8,790,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
58 Saenuddin kepiting 166.1 50,000 8,305,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam kepiting 1788 50,000 8,940,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar kepiting 1739 50,000 8,695,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS

JUMLAH TOTAL 10,814.9 540,745,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan

Maret 2021

'di'PPI Bonto Bahari




A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TPI/PPI : PPl BONTO BAHARI KAB. MAROS

Bulan April
NO NAMA NELAYAN | JENIS TANGKAPAN | NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp) TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H. Kahar kepiting 1963 50,000 9,815,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
z Sompo its i8is 50,000 3,095,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1615 50,000 8,075,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
4 Rasindo kepiting 188.4 50,000 9,420,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
5 Arman Mawing kepiting 187.7 50,000 9,385,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makmur kepiting 1908 50,000 9,540,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 Hamsah kepits 1903 50,000 9,515,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
8 H. Sirajuddin kepiting 2045 50,000 10,225,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
9 Tahir kepiting 1745 50,000 8,725,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso kepiting 1805 50,000 9,025,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
o ) A alim it 1805 50,000 9,025,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing k 186.0 50,000 9,300,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W kepiting 197.2 50,000 9,860,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusl kepiting 1759 50,000 8,795,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen kepiting 184.2 50,000 9,210,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur kepit 190.6 50,000 9,530,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Alwi 190.9 50,000 9,545,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal kepiting 1713 50,000 8,565,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik kepiting 197.6 50,000 9,880,000 [ PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar kepiting 1873 50,000 9,365,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idnis itis 170.7 50,000 8,535,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar k 1916 50,000 9,580,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni kepiting 185.2 50,000 9,260,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
24 Mukhtar kepiting 155.6 50,000 7,780,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
25 Tajuddin kepiting 165.9 50,000 8,295,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
26 Nasaruddin kepiting 195.1 50,000 9,755,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
27 Rusli kepiti 1783 50,000 8,915,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Dulhadi kepiting 137.7 50,000 6,885,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai kepiting 1655 | 50,000 8,275,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
30 Risal kepiting | 1725 50,000 8,625,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
31 Kahar kepiting 1957 | 50,000 9,785,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifld kepiti 173.7 50,000 8,685,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir ¥ 1794 | 50,000 8,970,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas kepiting 1884 50,000 9,420,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi kepiting 168.6 50,000 8,430,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Ramli kepiting 157.6 50,000 7,880,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding it 1778 | 50,000 8,890,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acox ¥ 1754 50,000 8,770,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar kep 1848 50,000 9,240,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
40 Japar kepiting 1516 50,000 7,580,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
41 Manna kepiti 1584 50,000 7,920,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
42 Baharuddin kepiting 1925 50,000 9,625,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
43 Saenal kepiting 190.2 50,000 9,510,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
44 Rusli kepiting 179.4 50,000 8,970,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
45 Sampara kepi 186.0 50,000 9,300,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 Rahman kepiting 166.0 50,000 8,300,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
47 R il kepitin; 176.1 50,000 8,805,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
48 Sulaeman kepitis 1717 50,000 8,585,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
49 Mustapa & 162.1 50,000 8,105,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamrin kepiting 1620 50,000 8,100,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
oy i Syamsuddin kepiting 1816 50,000 9,080,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris kepiting 1616 50,000 8,080,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid kepiti 1899 50,000 9,495,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 Sulaeman kepiting 1998 50,000 9,990,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Jumaing kepiting 1654 50,000 8,470,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
56 Mansu kepiting 188.2 50,000 9,410,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiting 1612 50,000 8,060,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
58 Saenuddin kepiti 2137 50,000 10,685,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam kepiting 1800 50,000 9,000,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar kepiting 1866 50,000 9,330,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
JUMLAH TOTAL 10,765.4 538,270,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPl Bonto Bahari
April 2021




A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TP1/PPI : PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS

Bulan Mei

NO NAMA NELAYAN JENIS TANGKAPAN NILAI PRODUKSI (KQ HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp) TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H.Kahar iti 1322 50,000 6,620,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7% Sompo kepiting 1243 50,000 7,215,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1452 50,000 7,260,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a4 Rasindo kepiting 1587 50,000 7,935,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
S5 Arman Mawing kepiting 1395 50,000 6,975,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makmur kepiting 1435 50,000 7,175,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 ite 1627 50,000 8,135,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
8 H. 1673 50,000 8,365,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
9 Tahir 1501 50,000 7,505,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso 1471 50,000 7,355, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
5 ) i 13 1359 50,000 6,795,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing kepiting 159.5 50,000 7,975,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W kepiting 1538 50,000 7,690,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusli kepiting 157.4 50,000 7,870,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen kepiting 1580 50,000 7,900,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur it 1437 50,000 7,185,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Alwi 1346 50,000 6,730,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal 1369 50,000 6,845,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik 150.2 50,000 7,510, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar kepiting 167.8 50,000 8,390, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idns kepiting 162.5 50,000 8,125, PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar kepiting 149.2 50,000 7,460,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni kepiting 1428 50,000 7,140,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
24 Mukhtar kepiting 1473 50,000 7,365,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
25 Tajuddin kepiting 1473 50,000 7,365,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
26 Nasaruddin kepiting 1748 50,000 8,740,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
27 Rusl iti 1316 50,000 6,580,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Dulhadi 161.2 50,000 8,060,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai 147.7 | 50,000 7,385,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Risal 1438 50,000 7,190,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Kahar 1510 50,000 7,550,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifla kepiting 1510 50,000 7,550,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir its 1410 | 50,000 7,050,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas kepiting 1429 50,000 7,145,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi kepiting 1511 50,000 7,555,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Ramli kepiting 1545 50,000 7,725,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding its 1804 50,000 9,020,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acox kepiting 167.8 50,000 8,390,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar it 1284 50,000 6,420,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
40 Japar 152.1 50,000 7,605,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a1 Manna 1626 50,000 8,130,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
42 din 138.1 50,000 6,905,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
a3 Saenal 1432 50,000 7,160,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
44 Rusl kepiting 1417 50,000 7,085,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
a5 Sampara iti 1515 50,000 7,575,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 Rahman kepiting 1653 50,000 8,265,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a7 kepitin, 1376 50,000 6,880,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
48 S kepiting 1480 50,000 7,400,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
49 Mustapa itis 1575 50,000 7,875,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamrin 1492 50,000 7,460,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
51 1341 50,000 6,705,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris 1554 50,000 7,770,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid 1439 50,000 7,195,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 Sulaeman kepiting 1590 50,000 7,950,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Jumaing kepiting 169.7 50,000 8,485,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
56 Mansu kepiting 1689 50,000 8,445,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiting 1264 50,000 6,320,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
58 S, uddin it 1560 50,000 7,800,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam 1481 50,000 7,405,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar 1560 50,000 7,800,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS

JUMLAH TOTAL 9,029.2 451,460,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bonto Bahari

Mei 2021




A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TP1/PPI : PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS

Bulan Juni
NO NAMA NELAYAN JENIS TANGKAPAN | NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp) TEMPAT PEMBONGKARAN
1§ H. Kahar kepiting 150.2 50,000 7,510,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
2 Sompo its 153.7 50,000 7,685,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1493 50,000 7,465,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a4 Rasindo kepiting 1442 50,000 7,210,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
5 Arman Mawing kepiting 1563 50,000 7,815,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makmur it 1425 50,000 7,125,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 13 1422 50,000 7,210,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
8 H. Sirajuddin kepiting 1393 50,000 6,965,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
9 Tahir kepiting 156.7 50,000 7,835,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso 1t 1673 50,000 8,365,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
b s A i o 1355 50,000 6,775,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing kepiting 1409 50,000 7,045,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W its 1339 50,000 6,695,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusli kepiting 1379 50,000 6,895,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen kepiting 1422 50,000 7,110,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur iti 1653 50,000 8,265,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Alwi 1549 50,000 7,745,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal kepiting 1334 50,000 6,670,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik kepiting 1412 50,000 7,060,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar it 1343 50,000 6,715,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idnis kepiting 141.4 50,000 7,070,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar kepiting 1389 50,000 6,945,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni kepiting 1470 50,000 7,350,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
24 Mukhtar ity 1484 50,000 7,420,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
25 Tajuddin kepiting 156.4 50,000 7,820,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
26 Nasaruddin kepiting 150.2 50,000 7,510,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
27 Rusli kepiting 155.7 50,000 7,785,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Duthadi it 1296 50,000 6,480,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai kepiting 1480 | 50,000 7,400,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
30 Risal kepiting 127.4 50,000 6,370,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
31 Kahar kepiting 132.7 50,000 6,635,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifld it 156.7 50,000 7,835,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir kepiting 50,000 7,645,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas kepiting 50,000 7,825,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi ity 50,000 7,670,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Ramli kepiting 50,000 7,155,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding kepiting 1408 50,000 7,040,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acox kepiting 146.0 50,000 7,300,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar iti 1490 50,000 7,450,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
40 Japar kepiting 1275 50,000 6,375,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
41 Manna kepiting 1488 50,000 7,440,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
42 Baharuddin kepiting 1388 50,000 6,940,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
43 Saenal kepiting 158.8 50,000 7,940,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
44 Rusl kepiting 1425 50,000 7,125,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
a5 Sampara kepiting 1633 50,000 8,165,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 Rahman kepiting 1676 50,000 8,380,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
47 iti 156.5 50,000 7,825,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
48 Sulaeman kepiting 1273 50,000 6,365,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
49 Mustapa kepiting 1339 50,000 6,695,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamrin kepiting 1513 50,000 7,565,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
51 Syamsuddin kepiting 1525 50,000 7,625,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris kepiting 1444 50,000 7,220,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid kepiting iso00 50,000 7,500,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 Sulaeman kepiti 1747 50,000 8,735,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Jumaing kepiting 1475 50,000 7,375,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
56 Mansu kepiting 1364 50,000 6,820,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiting 1369 50,000 6,845,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
58 Saenuddin kepiting 1558 50,000 7,790,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam kepiting 1498 50,000 7,450,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar kepiting 150.2 50,000 7,510,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
JUMLAH TOTAL 8,811.8 440,590,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPl Bonto Bahari
Juni 2021




A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TPI/PPI : PPl BONTO BAHARI KAB. MAROS

Bulan Juli
NO | NAMA NELAYAN | JENIS TANGKAPAN | NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp) TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H Kahar kepiting 1922 50,000 9,610,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
2 Sompo kepite 1746 50,000 8,730,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1434 50,000 7,170,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
4 Rasindo kepite 1701 50,000 8,505,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
5 Arman Mawing kepiting 155.8 50,000 7,790,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makmur kepiti 1649 50,000 8,245,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 Hamsah kepiting 1956 50,000 9,780,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
8 H_Sirajuddin kepiting 187.6 50,000 9,380,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
9 Tahir kepiti 1864 50,000 9,320,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso kepiting 1827 50,000 9,135,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
11 ) i kepiti 1548 50,000 7,740,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing kepiting 1724 50,000 8,620,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W kepiti 189.0 50,000 9,450,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusli kepiting 1985 50,000 9,925,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen kepiti 2081 50,000 10,405,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur kepiting 190.7 50,000 9,535,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Alwi kepiting 1833 50,000 9,165,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal kepiting 156.1 50,000 7,805,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik kepiting 194.1 50,000 9,705,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar kepiti 163.2 50,000 8,160,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idnis kepiting 175.7 50,000 8,785,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar kepiti 189.7 50,000 9,485,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni kepiting 1748 50,000 8,740,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
24 Mukhtar kepiti 1895 50,000 9,475,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
25 Tajuddin kepiting 175.4 50,000 8,770,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
26 Nasaruddin kepiti 166.4 50,000 8,320,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
27 Rusli kepiting 179.1 50,000 8,955,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Duthadi kepiting 2149 50,000 10,745,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai kepiti 1963 | 50,000 | 9,815,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
30 Risal kepiting 1849 50,000 9,245,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
31 Kahar kepiting 1876 | 50,000 9,380,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifki kepiting 169.4 50,000 8,470,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir kepiting 1893 | 50,000 9,465,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas kepiting 2049 50,000 10,245,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi kepiti 152.1 50,000 7,605,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Ramli kepiting 1868 50,000 9,340,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding kepiti 191.1 50,000 9,555,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acox kepiting 177.2 50,000 8,860,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar kepiti 1808 50,000 9,040,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
40 Japar kepiting 1727 50,000 8,635,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
41 Manna kepiti 1708 50,000 8,540,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
42 Baharuddin kepiting 164.0 50,000 8,200,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
43 Saenal kepiti 1829 50,000 9,145,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
44 Rusli kepiting 186.3 50,000 9,315,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
45 Sampara kepiti 1884 50,000 9,420,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 Rahman kepiting 1708 50,000 8,540,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
47 Rumallang kepiti 1816 50,000 9,080,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
48 Sul kepiting 1746 50,000 8,730,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
49 Mustapa kepiting 176.7 50,000 8,835,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamin ! 186.0 50,000 9,300,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
51 Syamsuddin kepiting 179.4 50,000 8,970,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris kepiti 163.1 50,000 8,155,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid kepiting 1624 50,000 8,120,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 Sulaeman kepite 2023 50,000 10,115,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Jumaing kepiting 1782 50,000 8,910,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
56 Mansu kepiting 186.3 50,000 9,315,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiti 1639 50,000 8,195,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
58 Saenuddin kepiting 1763 50,000 8,815,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam kepiti 1797 50,000 8,985,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar kepiting 1708 50,000 8,540,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
JUMLAH TOTAL 10,766.6 538,330,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPl Bonto Bahari

Juli 2021




A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TPI/PPI : PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
Bulan Agustus

NO | NAMA NELAYAN | JENIS TANGKAPAN | NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp)|  TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H.Kahar kepiting 1724 50,000 8,620,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
2 Sompo kepiti 16838 50,000 8,440,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1829 50,000 9,145,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a Rasindo kepiting 1436 50,000 7,180,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
5 Arman Mawing kepiti 1619 50,000 8,095,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makmur kepiting 1652 50,000 8,260,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 Hamsah kepiting 1817 50,000 9,085,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
8 H.Sirajudda kepiti 1804 50,000 9,020,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
] Tahir kepiting 1875 50,000 9,375,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso kepiti 1922 50,000 9,610,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
11 Mursalim kepiting 1771 50,000 8,855,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing kepiting %05 50,000 9,525,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W kepiti 1589 50,000 7,945,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusk kepiting 1711 50,000 8,555,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen kepiting 1627 50,000 8,135,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur kepiti 1700 50,000 8,500,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Alwi kepiting 1924 50,000 9,620,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal kepiti 176.0 50,000 8,800,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik kepiting 177.5 50,000 8,875,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar kepiting 1631 50,000 8,155,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idris kepiti 197.3 50,000 9,865,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar kepiting 165.0 50,000 8,250,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni kepiti 1808 50,000 9,040,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
24 Mukhtar kepiting 1901 50,000 9,505,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
25 Tajuddin kepiting 1806 50,000 9,030,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
26 Nasaruddin kepiting 177.4 50,000 8,870,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
27 Rusli kepiting 185.0 50,000 9,250,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Dulhadi kepiting 1753 50,000 8,765,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai kepiti 1610 | 50,000 8,050,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
30 Risal kepiting 176.8 50,000 8,840,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
31 Kahar kepiting 1928 50,000 9,640,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifli kepiting 1759 50,000 8,795,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir kepiti 1884 | 50,000 9,420,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas kepiting 1795 50,000 8,975,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi kepiti 167.0 50,000 8,350,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Ramli } 1756 50,000 8,780,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding P 176.5 50,000 8,825,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acox } 1947 50,000 9,735,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar k 1799 50,000 8,995,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a0 Japar kepiting 1730 50,000 8,950,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a1 Manna kepiti 1937 50,000 9,685,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a2 Baharuddin kepiting 1876 50,000 9,380,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a3 Saenal kepiti 1855 50,000 9,275,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
4 Rusk kepiting 1817 50,000 9,085,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
as Sampara piti 1777 50,000 8,885,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 Rahman ! 1798 50,000 8,990,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a7 R kepitin, 1853 50,000 9,265,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a8 Sulaeman kepiti 2137 50,000 10,685,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
a9 Mustapa kepiting 1991 50,000 9,955,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamsin kepiting 1844 50,000 9,220,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
51 S dd kepiti 1596 50,000 7,980,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris kepiting 1498 50,000 7,490,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid kepitis 1632 50,000 8,160,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 Sul X 1767 50,000 8,835,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Jumaing kepiting 1730 50,000 8,650,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
56 Mansu kepiti 169.4 50,000 8,470,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiting 167.1 50,000 8,355,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
58 Saenuddin kepiting 1853 50,000 9,295,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam kepiti 1886 50,000 9,430,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar kepiting 1963 50,000 9,845,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
JUMLAH TOTAL 10,693.2 534,660,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bonto Bahari
Agustus 2021




A. HASIL PRODUKSI/TANGKAPAN IKAN DAN NILAI PRODUKSI DI TP1/PPI : PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
Bulan September

NO | NAMA NELAYAN | JENIS TANGKAPAN | NILAI PRODUKSI (Kg) | HARGA SATUAN (Rp) | NILAI PRODUKSI (Rp)|  TEMPAT PEMBONGKARAN
1 H. Kahar kepiting 167.1 50,000 8,355,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
2 Sompo iti 1817 50,000 5,085,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
3 Taswin kepiting 1727 50,000 8,635,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a Rasindo kepiting 1578 50,000 7,890,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
s Arman Mawing kepiting 1588 50,000 7,940,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Makmur kepiting 1531 50,000 7,655,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
7 Hamsah kepits 1711 50,000 8,555,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
s H. Sirajuddin kepiting 1841 50,000 9,205,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
s Tahir kepiting 1899 50,000 9,495,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
10 Dariso kepiting 1738 50,000 8,690,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
11 Mursalim it 2039 50,000 10,195,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
12 Gassing 3 1924 50,000 9,620,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
13 Ambo W kepiting 1847 50,000 9,235,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
14 Rusli kepiting 1517 50,000 7,585,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
15 Buhasen kepiting 1821 50,000 9,105,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
16 Abdul syukur kepits 1692 50,000 8,460,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
17 Alwi 1715 50,000 8,575,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
18 Rijal kepiting 180.6 50,000 9,030,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
19 Abd Malik kepiting 1869 50,000 9,345,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
20 Ansyar kepiting 1859 50,000 9,295,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
21 Idsis it 181.0 50,000 9,050,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
22 Anwar 3 186.6 50,000 9,330,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
23 Joni kepiting 180.1 50,000 9,005,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
24 Mukhtar kepiting 1636 50,000 8,180,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
25 Tajuddin kepiting 179.4 50,000 8,970,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
26 Nasaruddin kepiting 1877 50,000 9,385,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
27 Rusli kepiti 1708 50,000 8,540,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
28 Dulhadi kepiting 167.7 50,000 8,385,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
29 Ambo mai kepiting _a7a | 50,000 8,555,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
30 Risal kepiting | 1835 50,000 9,175,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
31 Kahar kepiting 1752 50,000 8,760,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
32 Rifli kepits 185.1 50,000 9,255,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
33 Amir 3 1904 | 50,000 9,520,000 | PP BONTO BAHARI KAB. MAROS
34 Muhlas kepiting 187.1 50,000 9,355,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
35 Aldi kepiting 2151 50,000 10,755,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
36 Ramli kepiting 1882 50,000 9,410,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
37 Dudding it 1926 50,000 9,630,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
38 Acex } 1995 50,000 9,975,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
39 Bahar kep 1559 50,000 7,795,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
40 Tapar kepiting 1619 50,000 8,095,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a1 Manna kepiti 1710 50,000 8,550,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
42 Baharuddin kepiting 1901 50,000 9,505,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
43 Saenal kepiting 17255 50,000 8,625,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a2 Rusli kepiting 1945 50,000 9,725,000 | PP1 BONTO BAHARI KAB. MAROS
as Sampara kepi 1707 50,000 8,535,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
46 Rahman kepiting 16538 50,000 8,290,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a7 Rumall kepitin 1779 50,000 8,895,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a8 Sulaeman kepiti 1753 50,000 8,765,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
a9 Mustapa 3 1913 50,000 9,565,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
50 Tamsin kepiting 1880 50,000 9,400,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
51 Syamsuddin kepiting 1789 50,000 8,945,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
52 Aris kepiting 1855 50,000 9,275,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
53 H. Hafid kepiti 208.7 50,000 10,435,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
54 Sulaeman kepiting 1768 50,000 8,840,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
55 Tumaing kepiting 1891 50,000 9,455,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
6 Mansu kepiting 1672 50,000 8,360,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
57 Haeril kepiting 1851 50,000 9,255,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
58 Saenuddin kepits 1666 50,000 8,330,000 | PPIBONTO BAHARI KAB. MAROS
59 Rustam kepiting 1874 50,000 9,370,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
60 Bahar kepiting 179.0 50,000 8,950,000 | PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS
JUMLAH TOTAL 10,762.9 538,145,000

Hasil dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPl Bonto Bahari
September 2021




Lampiran 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.O8/MEN/2012
Tentang Kepelabuhan Perikanan

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.O8/MEN/2012
TENTANG
KEPELABUHANAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan
perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan
efisien, serta adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu meninjau kembali Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang
Pelabuhan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan bag a xd
huruf a, periu menetapkan Peraturan Menteri tentang
Kepelabuhanan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4739);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.
O1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia;

11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
KEPELABUHANAN PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas-batas tertentu ' pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang dlgunakan sebag.l tempat kapal perikanan
bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.




2. Kepelabuhanan perikanan dalah gal tu yang berkaitan dengan
aan fungsi labuhan p ] 1 menunjang kelancaran, keamanan,
dan ketertiban arus lalu lintas kapal an, an dan
operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian
nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap
mempertimbangkan tata ruang wilayah.

3. Tatanan kep anan per ' suatu k labuh 1 per )
yang memuat fungsi, fasilitasi, dan klasifikasi pelabuhan pedlmnan serta rencana
induk pelabuhan perikanan nasional.

4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk kegiatan kapal
perikanan yang ati kepulauan, laut teritorial,
zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesta

5. Kepala pelabuhan adalah pimpinan pelabuhan perikanan yang memiliki
kmnangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
peng: gl di labuhan perikanan.

6. Penyelenggara pelabuhan perikanan adalah Direktur Jenderal, gubernur,
bupati/walikota atau swasta.

7. Rencana induk pelabuhan perikanan nasional adalah pengaturan ruang pelabuhan
perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan poﬁkanan rencana
lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang mert k

penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengombangan pelabuhan
perikanan.

8. Rencana induk pelabuhan perikanan adalah pengaturan tata ruang pelabuhan
perikanan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di pelabuhan
perikanan.

9. Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.

10.Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan
yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.

11.Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yanq digunakan untuk
kepentingan operasional sandar dan olah g k kapal p
12.Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan moas dan fungsi

pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk jamin an dan k atan
operasional kapal perikanan.
13.Syahbandar di rik dalah syahbandar yang ditempatkan secara

khusus di pelabuhan perikanan umuk pengurusan administratif dan menjalankan
fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

14.Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya dising SPB. adalah dokumen
negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap
kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.

15.Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan
Usaha untuk ikan ki penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan perikanan dalam janoka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
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16.Industri pengolahan ikan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan unit
pengolahan ikan sebagai tempat untuk mengolah ikan dari bahan mentah atau
bahan baku atau produk setengah jadi atau produk jadi dengan menggunakan
peralatan penanganan dan pengolahan ikan, sehingga menjadi produk dengan nilai
yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.

17.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

18.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam slstem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia b a  dir ]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19.Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

21.Gubemur adalah daerah provinsi beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

22.Bupati/Walikota adalah kepala daerah kabupaten/kota beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

BAB Il
TATANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional diwujudkan dalam rangka
penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang andal dan berkemampuan tinggi,
menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang
pembangunan perikanan di WPP-NRI.

(2) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan
perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan
perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif
wilayah, serta kondisi alam.

(3) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional memuat:

fungsi pelabuhan perikanan;

fasilitas pelabuhan perikanan;

kiasifikasi pelabuhan perikanan: dan

rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

apgp



Bagian Ketiga
Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 4

(1) Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan rik an, labuhan perikanan

memiliki fasilitas yang terdiri dari:
a. fasilitas pokok:

b. fasilitas fungsional; dan

c. fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas p nana id pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:

a. penahan g
b. dermaga;
c. jetty.

d. kolam pelabuhan;

e. alur pelayaran;

1. jalan komplek dan drainase; dan
Q. lahan.

bang (br ). turap (re i), dan groin;

(3) Fasilitas fungsional b a di ksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:

a. Tempat Pemasaran Ilmn (TPI);

b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi,
rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;

c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;

d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway,
bengkel dan tempat perbaikan jaring:

e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan
laboratorium pembinaan mutu;

1. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan
perbankan;

@. transportasi seperti alat-alat angkut ikan;

h. kebersihan dan pengolahan h 1 Pengolahan Air Limbah
(IPAL), Tempat Pembuangan Sanemar- (TPS) dan
pengamanan k ) perti pag an.
4) Fadllln. penunjang b i id pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:

. balai pertemuan nolny-n

mess operator;

wisma nelayan;

. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus
(MCK);

e. pertokoan; dan

1. pos jaga.

aooe

5 Faulluu yang harus ada pada shan p an r

. fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan jalan komplek dan
drainase;
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b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air
bersih, dan instalasi listrik;

c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

Bagian Keempat
Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Pasal 5
Pelabuhan perikanan diklasifik ] 4 ( pat) kelas, yaitu:
a. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan
Samudera (PPS);
b. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN):
c. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut P han Perik .
Pantai (PPP): dan
d. :’;Fl.ail):man Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut P P Ikan
Pasal 6

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria
teknis dan operasional, yang meliputi:

Kriteria teknis terdiri dari:

1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di
perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). dan laut lepas:

2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-
kurangnya 60 GT:

3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam
sekurang-kurangnya minus 3 m;

4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumilah
keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT: dan

5) memanfaatkan dan mengeiola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

Kriteria operasional terdiri dari:

1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;

2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50
ton per hari; dan

3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Pasal 7

PPN b a di id dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria
teknis dan operasional, yang meliputi:

Kriteria teknis terdiri dari:

1) mampu melayani kapal perikanan yang r ikan kegiatan v di
perairan Indonesia dan ZEEI;

2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-
kurangnya 30 GT:

3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam
sekurang-kurangnya minus 3 m;




4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumiah
keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT: dan
5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
b. Kriteria operasional terdiri dari:
1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30
ton per hari; dan
2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Pasal 8
PPP b imana di ksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria

teknis dan Bperadond. yang meliputi:
a. Kriteria teknis terdiri dari:
1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di
perairan Indonesia;
2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-
kurangnya 10 GT;
3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam
sekurang-kurangnya minus 2 m;
4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumiah
keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
5) memanfaatkan dan mengeiola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.
b. Kriteria operasional terdiri dari:
1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5
ton per hari; dan
2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Pasal 9
PPI b dir id Pasal 5 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria
teknis dan operasional, yang meliputi:
a. Kriteria teknis terdiri dari:
1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di
perairan Indonesia;
2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-
kurangnya 5 GT:
3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam
sekurang-kurangnya minus 1 m;
4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumiah
k: luruhan sek g-kurangnya 75 GT; dan
5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil
perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Bagian Kelima
Rencana Induk P an Peri ' Nasional
Pasal 10

(1) Dalam rangka pengaturan tatanan kepelabuhanan perikanan nasional, pemerintah
menyusun rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

(2) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional memuat:

a. kebijakan pelabuhan perikanan nasional; dan
b. rencana lokasi pelabuhan perikanan.

(3) Kebijakan pelabuhan perikanan nasional b id pada ayat (2)
huruf a merupakan arah pembangunan petabuhan perikanan dan pengembangan
pelabuhan perikanan agar penyelenggaraan pelabuhan perikanan dapat saling
mendukung antara satu dan lainnya.

(4) Rencana lokasi pelabuhan perikanan r i 1] b a 1d pada ayat (2)
huruf b mempertimbangkan:

a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KeciVRencana Umum Tata
Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

potensi sumberdaya ikan;

daya dukung sumberdaya manusia;

WPP-NRI;

dukungan prasarana wilayah;

geografis daerah dan kondisi perairan; dan
g. sosial ekonomi masyarakat.

(5) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun.

(6) Rencana induk pelabuhan perikanan ional b a 1d pada ayat (5)
dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Oahm

(7) Dalam hal terjadi perubahan kondsl llngk.ungan atau bencana, maka rencana induk
pelabuhan perikana ral 1d pada ayat (5) dapat ditinjau
kembali lebih dari 1 (sa!u) kali dalam 5 (lima) tahun.

(8) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan oleh Menteri.

“pao0g

BAB 1l
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
Pasal 11
(1) Perencanaan pembangunan pelabuhan per ' disusun dan ditetapkan oleh

penyelenggara pelabuhan perikanan dengan mengacu pada rencana induk
pelabuhan perikanan nasional
(2) Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rencana induk pelabuhan peri an; dan
c. desain rinci (detail design).
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Pasal 12
(1) Studi kelayakan b yd dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disusun
dengan memperhatikan:
a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wiayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
b. dukungan ketersediaan sumber daya ikan dan WPP-NRI;
c. ketersediaan sumber daya manusia; dan
d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan.
(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
dokumen yang memuat antara lain:
. informasi sumber daya ikan
. kelayakan sarana dan prasarana wilayah;
kelayakan teknis; dan
kelayakan sosial-ekonomi.

apop

Pasal 13

(1) Rencana induk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf b disusun berdasarkan studi kelayakan.

(2) Rencana induk pelabuhan perikanan berisi rencana tata guna tanah dan perairan
yang meliputi rencana peruntukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian
pelabuhan perikanan.

(3) Rencana induk pelabuhan p ] bag a i »d pada ayat (2)
dituangkan bentuk kumen yang memuat:

a

b. gambaran umum kondisi lokasi;

c. kerangka kebijakan strategi pembangunan pelabuhan rik "
d

e

tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan peﬂkanan

rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengop shan
perikanan;

f. rencana fasilitas yang akan dibangun:

g. perkiraan kebutuhan anggaran;

h. rencana pengeiolaan pelabuhan perikanan; dan
i. gambar tata letak (lay out).

(4) Rencana induk pelabuhan perikanan dapat ditinjau k bali 1 5 (lima) tahun.
Pasal 14
(1) Desain rinci (detail design) b dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c

disusun setelah rnemporoloh penelapan Lokasi atau izin lokasi dar bupati/walikota
sesuai dengan peraturan perun angan.

(2) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan
oleh gubernur.

n

(3) Desain rinci (detail design) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
kondisi mekanika tanah;

kondisi hidro-oseanografi;

kondisi topografi dan bathymetri;

struktur dan model konstruksi yang direncanakan;

gambar desain;

rincian anggaran biaya; dan

spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.

emoapnps

Pasal 15

Tata cara pelaksanam dan penyusunan perencanaan pembangunan pelabuhan
perikanan b 1d dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, ditetapkan
dengan Keputuun Dlraktur Jenderal.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN
PERIKANAN

Bagian Kesatu
Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pasal 16
(1) Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi
gunan shan perikanan dari Direktur Jenderal.

2) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelabuhan perikanan
mengajukan permohonan kepada Direktur Jer dengan wirkan:

a. dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan; dan
b. persyaratan administrasi berupa akte pendirian perusahaan, dan Nomor Pokok
Waijib Pajak (NPWP) bagi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta.

(3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan b a dir 1id pada ayat (2)
melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan
rencana induk pelabuhan perikanan nasional paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka
Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi p gunan p shan perikanan.

(5) Dalam hal permohonan tidak disetujui, maka Direktur Jenderal menyampaikan
penolam kepada penyelenggara pelabuhan perikanan disertai dengan alasan
penola .

Bagian Kedua
Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan dapat dilakukan oleh pihak
penyedia jasa konstruksi berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya.
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(2) Dalam pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyelenggara pelabuhan perikanan atau pihak penyedia jasa konstruksi harus:

a. mulai melaksanakan pembangunan pelabuhan perikanan paling lama 2 (dua)
tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi pembangu

b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan
perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2); dan

c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan
pembanounan pelabuhan perikanan yang bersangkutan.

(3) Direktur ikan ' pelaksanaan pembangunan pelabuhan
perikanan melalul monitoring dm evnluasl
Pasal 18
Pembangunan fasilitas p buhan p di yah daratan hanya dapat dilakukan

setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan
Pasal 19

(1) Penyelenggara pelabuhan perikanan dap mengop ik pelabuhan perikanan

setelah memenuhi pemyarmn

a. memiliki fasil »d Pasal 4 ayat (5); dan

b. membuat pemyataan tertulis yang berisi » berop Y pelabuhan

perikanan kepada Menteri

(2) Pernyataan kesiapan befoperasl b id pada ayat (1) huruf b,

merupakan bahan pertimbangan dalam penetapan kelas pelabuhan perikanan.

Pasal 20
Penyelenggara pelabuhan perikanan yang r g il labuhan perikanan
harus:
a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengop 1 labuhan perikanan yang

bersangkutan; dan
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan
lingkungan.

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN
Pasal 21

(1) Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi harus membentuk lembaga pengeilola

pelabuhan perikanan.
(2) Lembaga peng pelabuhan p an bag a id pada ayat (1)

dapat berupa:

a) Unit Pelaksana Teknis Kementerian, untuk pelabuhan perikanan yang dibangun

oleh Pemerintah.
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b) Unit Pelaksana Teknis Daerah, untuk pelabuhan perikanan yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah.

c) Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perik ' yang tidak
dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
(3) Ketentuan mengenai lembag labuhan perikanan yang dibangun oleh

Pemerintah dan pemerlnuh daerah ditetapkan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai Iwwenanoannya

(4) Ketentuan mengenai | b per labuhan peri an yang tidak dibangun

oleh Pemerintah dan pcmedn!ah daenh dit tapkan oleh yang bersangkutan.
Pasal 22

(1)L b labuhan perikanan baik yang dibangun oleh Pemerintah dan

pemeﬂmah daerah dlplnpln oleh kepala pelabuhan.

(2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta dipimpin oleh
kepala pelabuhan yang ditetapkan oleh pemilik dan penetapannya disampaikan ke
Direktur Jenderal.

(3) Pada pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta, fungsi pemerintahan dapat
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 23
(1) Lembaga pengelola pel.buhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah
ditetapkan oleh Mente: Y mer P ' persetujuan tertulis dari Menteri yang
membidangi uruum pondaynounun tur gara dan ref ib asi.
2)L per labuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah daerah
dttchpk.n oleh Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENINGKATAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Penetapan Kelas
Pasal 24
(1) Pelabuhan Perikanan yang tolah beropemd dan telah memiliki lembaga pengelola
pelabuhan perikanan d. ya berdasarkan kriteria teknis dan
kriteria operasional.
(2) Permohonan penetapan kelas pelabuhan perikanan diajukan oleh penyelenggara

pelabuhan p ran kepada Menteri si Direktur Jenderal.
(3) Permohonan sebagai a dirnr 1d pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan:
a. fotocopy pernyataan kesiapan beroperasi bag ana id dalam Pasal

19 ayat (1) huruf b; dan
b. laporan operasional pelaksanaan pelabuhan perikanan minimal 6 (enam) bulan
setelah beroperasi.
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(4) Berdasarkan permohonan seb i a dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi
oleh Direktur Jenderal paling Iuna 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan secara lengkap.

5) Direlaur Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri sebagai

Y pertimbangan per 1 kelas pelabuhan perikanan.

(6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi b ana di ksud pada ayat (5), Menteri

menetapkan kelas pelabuhan perikanan pallng lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Kedua
Peningkatan Kelas

Pasal 25
(1) Pelabuhan perikanan yang telah dit v kel d t mengajukan
nan peningkatan kelas berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional.
(2) Permohonan peningk ' kelas pelabuhan perikanan diajukan oleh penyelenggara
pelabuhan perikanan k da Menteri lalui Direktur Jenderal.
(3) Permohonan sebag a 1d pada ayat (2) dilengkapi dengan data fasilitas

pelabuhan perikanan, data operasional pelabuhan perikanan, organisasi
pengelola/sumber daya manusia, proyeksi pengembangan pelabuhan perikanan,
dan rencana pembiayaan.

(4) Berdasarkan permohonan seb a dinr id pada ayat (3) dilakukan verifikasi
oleh Direktur Jenderal paling larna 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan secara lengkap.

(5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi k da Menteri bagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan kelas pelabuhan perikanan.
(6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi bagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri

menetapkan peningkatan kelas pelabuhan perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.

BAB VI
WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, ditetapkan Wilayah

Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan dengan batas-

batas koordinat.

(2) Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan terdiri dari:

a. Wilayah Kerja Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai lahan pelabuhan,
perkantoran administrasi pelabuhan perikanan, tempat penanganan dan
pengolahan hasil perikanan, TPI, suplai air bersih, es dan BBM, pos jaga, dan
tempat ibadah;

b. Wilayah Kerja Perairan yang dipergunakan antara lain sebag labuhan,

(P h gelombang), revetment (turap), groin, aermaga dan jetty.
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(3) Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan terdiri dari:

a. Wilayah Pengoperasian Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai akses
jalan dari dan ke pelabuhan perikanan, permukiman nelayan, pasar ikan dan
lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional pelabuhan perikanan;

b. Wilayah Pengoperasian Perairan yang dipergunakan antara lain sebagai alur
pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, keperiuan keadaan darurat,
kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di
ad hoc.

Pasal 27

(1) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan perikanan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' kepada Menteri
yang dilengkapi dengan persyaratan:
a. Izin lokasi atau penetapan lokasi dari gubernur, bupati/walikota sesuai

kewenangannya; dan

b. rencana induk pelabuhan perikanan.

(3) Menteri berdasarkan permohonan bagaimana dirn 1d pada ayat (2) melakukan
penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(4) Dalam hal permohonan b 1d pada ayat (2) dinyatakan lengkap,
Menteri menetapkan Wilayah Kerja dan Penooperaslan Pelabuhan Perikanan.
(5) Dalam hal permohonan diny 1 tidak | L perr an di kan

kepada penyelenggara pelabuhan perikanan umuk dilengkapi persyaratannya.
(6) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
a. titik-titik koordinat geografis: dan
b. Eeta V:llla‘yah Kerja dar:. Pengoperasian Pelabuhan Perikanan berdasarkan peta

ter

(7) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan
dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan
perikanan dan diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan.

(8) Perubahan Wilayah Kerja dan Pengoperasian P shan F an bagaimana
dimaksud pada ayat (7) antara lain meliputi:

a. perubahan luas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; danvatau
b. pe"rukbafmn titik koordinat geografis wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan
perikanan.

BAB Vil
PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN
Pasal 28

(1) Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun
swasta dapat dilakukan pengusahaan.
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(2) Pengusahaan pelabuhan perik b a din id pada ayat (1), berupa
pemanfaatan fasilitas dan pelayanan hu

(3) Pengusahaan pelabuhan perikanan ana  dinr id pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perutdano—undanom

BAB IX
KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
Pasal 29
(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di
pelabuhan perikanan.
(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diangkat oleh Menteri yang membidangi
urusan pelayaran atas usulan Menteri.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan
perikanan oleh Direktur Jenderal.
(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan 1ak akan tugasnya berkoordinasi
dan bertanggung jawab k d P shan Perikanan setempat.

Pasal 30
) Synhbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan
ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
memeriksa jog book penangkapan dan pengangkutan ikan;
mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
mengawasi pemanduan;
mengawasi pengisian bahan bakar;
mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan;
memimpin penanggulangan pencemaran dan p an  keb an di
pelabuhan perikanan;
. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;

menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Perikanan; dan

p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesyahbandaran di pelabuhan p an diatur
dalam Peraturan Menteri tersendiri.

appose

o Lt T N
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BAB X
TATA HUBUNGAN KERJA DI PELABUHAN PERIKANAN
Pasal 31

(1)L per shan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah atau
pemoﬂntnh daerah mompunyal tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan
pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, f. peng. per faat
sumber daya ikan, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan
kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dan kegiatan pemerintahan lainnya.

(2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Kepala Pelabuhan Perikanan sebagai koordinator di pelabuhan perikanan.

(3) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan dalam menjalankan fungsi pelabuhan
perikanan dapat didukung oleh instansi/unit kerja terkait sesuali dengan
kewenangannya.

(4) Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan bagaimana id pada ayat
(3) terdin dari:

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

TNI/POLRI;

Imigrasi;

Bea dan Cukai;

Kesehatan Pelabuhan;

Perhubungan Laut;

Peng » dan Peng » Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

Karantina lkan;

BUMN dan/atau BUMD; danvatau

m Instansi terkait lainnya.

3rrTTIe~0a00s

(5) Instansi terkait ] Yo akan o1 dan fungsinya di pelabuhan perikanan
harus berkoordinasi deng: K F ihan Perikanan.
Pasal 32
(1) Fasilitas pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh | b labuhan

perikanan pada wilayah kerja pelabuhan perikanan menhdi tar\ogung hwab unit
pengelola pelabuhan perikanan.
(2) Fasilitas pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh instansi terkait pada wllay-h kerja
pelabuhan perikanan menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan
(3) Terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga penoelol-
pelabuhan perikanan berwenang:
a. melaksanakan penataan dan " P ihan p an sesuai dengan
rencana induk pelabuhan pemunan
b. memberikan persetujuan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana induk
pelabuhan perikanan dan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhad fasilitas ana dir 1d pada ayat (2), Instansi terkait pemilik
fasilitas bertanggung jawab, untuk:
a. melak K P 1 v ' memperoleh persetujuan dari

Kepala Pelabuhan Perikanan; dan
b. memelihara fasilitas dan lingkungan yang dikelola.
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BAB XI
PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 33
(1)P shan p an yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai
dengan kebutuhannya.
(2) Peng bangan pelabuhan perik ' dapat dilaksanakan apabila:

a. terjadi perubahan rencana induk pelabuhan perikanan: dan
b. fasilitas yang ada dalam rencana induk pelabuhan perikanan telah terpenuhi.

(3) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara
mutatis mutandis bagi mekanisme pengembangan pelabuhan perikanan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 34
(1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya
melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan perikanan.
(2) Pembinaan teknis operasional pelabuhan perikanan dilakukan melalui sosialisasi,
rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan supervisi.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 35
(1) Lemb per labuhan perikanan waijib r yampaikan lap ' keg
polabuhan peﬂkanan sehap bulan.
(2) Laporan kegiatan pelabuhan perikanan meliputi:
a. tahapan pembangunan pelabuhan perikanan; dan/atau
b. operasional pelabuhan perikanan antara lain: frekuensi dan jumiah kapal,
produksi ikan, pelayanan kebutuhan logistik, dan penyerapan tenaga kerja.
(3) Laporan sebag: a dir 1d pada ayat (2) disampaikan oleh:
a. UnitP 1a Teknis K ian Direktur Jenderal;
b. Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi kepada gubernur dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal;
€. Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur; dan
d. Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak
dibangun oleh Pemerintah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada
gubernur dan bupati/walikota.
(4) Laporan kegiatan pelabuhan perikanan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja
dan penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
pelabuhan perikanan.
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(5) Apabila diperiukan, untuk menyusun bahan eval i kinerja b a din ad
pada ayat (4) dapat dilakukan pemantauan oleh Direktur Jenderal, gubernur,
bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan format lap 1k i » pelabuhan
perikanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB Xl
PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN
Pasal 36
(1) Setiap pelabuhan perikanan harus memiliki pusat informasi pelabuhan perikanan.
(2) Pusat informasi pelabuhan perikanan merupakan sistem informasi yang meliputi
pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta
penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan.
(3) Data dan informasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipergunakan untuk:
a. mendukung operasional pelabuhan perikanan;
b. meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; dan
c. mendukung pcrurnusan kebijakan di bldano pelabuhan perikanan.
(4) Data dan informasi b a * d pada ayat (2) berisi antara lain:
a. fasilitas pelabuhan peri an; dan
b. data operasional harian, bulanan, dan tahunan pelabuhan perikanan, yang berisi
frekuensi kunjungan kapal, produksi dan harga ikan, alat penangkapan ikan,
logistik, pemasaran, dan tenaga kerja yang berbentuk data harian.
(5) Setiap Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan harus saling terintegrasi.

BAB XIv
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37
(1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan
pembinaan 1 pelabuhan tangkahan yang berada di sekitamya.
(2) P bi ' terhadap keberad: ' pelabuhan tangkahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;

b. pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; dan
c. pengendalian lingkungan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua pelabuhan perikanan yang telah ada
dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan paling lambat dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
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BAB XViI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang
Pelabuhan Perikanan; dan
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata
Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Dengan Instansi
Terkait Per ' F shan Perikanan;
it dan diny ) tidak berlaku.

Pasal 40
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2012
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